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ABSTRAK 
Junaedi Azis (B111 10 346), “Analisis Yuridis terhadap Percobaan 
Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan” (studi kasus Putusan No. 
256/Pid.B/2013/PN.Mks), dibimbing oleh Bapak Syamsuddin Muchtar 
selaku pembimbing I dan Ibu Haeranah selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
terhadap percobaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta 
pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara percobaan tindak 
pidana pencurian dengan kekerasan. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan 
berdasarkan pada data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara 
yakni mengadakan wawancara langsung dengan hakim dan data sekunder 
yang diperoleh dengan teknik studi dokumentasi yakni penelusuran berkas 
perkara, buku-buku, internet, dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya 
yang mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam 
penulisan skripsi ini. 
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu: 1) Penerapan hukum 
pidana terhadap percobaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. 
Penerapan hukum pidana pada perkara ini adalah tepat. Berdasarkan proses 
pemeriksaan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang 
bukti yang diperoleh di sidang pengadilan maka terungkaplah fakta-fakta 
yang membenarkan dan membuktikan bahwa telah terjadi percobaan 
pencurian dengan kekerasan (fakta peristiwa) dimana perbuatan terdakwa 
telah memenuhi setiap unsur tindak pidana (fakta yuridis) yang didakwakan 
terhadapnya. Mengenai unsur pertanggungjawaban pidana, terdakwa 
dianggap sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan 
penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga 
terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. 2) Pertimbangan 
hukum hakim dalam memutus perkara percobaan tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini 
telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tentang dasar memutus dan Pasal 
184 KUHAP tentang alat bukti, serta Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP 
tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Namun, vonis pidana 
penjara selama 4 (bulan) dalam perkara ini sangatlah ringan padahal (1) 
tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana yang tergolong 
memberatkan, (2) terdakwa adalah residivis, (3) hal-hal yang meringankan 
terdakwa hanya karena terdakwa berprilaku sopan dan berterus terang dalam 
persidangan, yang menurut penulis adalah hal yang wajar. Seharusnya 
hakim lebih berat lagi dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara ini karena 
menurut penulis ringan beratnya sanksi akan memberikan pengaruh besar 
terhadap pemberian efek jera (deterrent effect) dan daya cegah (preveny 
effect) sebagai upaya pencegahan tindak pidana dalam masyarakat. 
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ABSTRACT 
Junaedi Azis ( B 111 10 346) “ Juridical Analysis On Probation of Theft 
with Violence Crime (Case Study Decision No. 256/Pid.B/2013/PN.Mks) ”. 
Consulted by Syamsuddin Muchtar as First Consultant and Haeranah as 
Second Consultant. 
The purpose of this research are to know implementation of criminal law 
on theft with violence crime and legal consideration of judge in deciding theft 
with violence crime case. 
This research take place in Makassar State Court based on Primary 
data taken by interview methode toward judges and secondary data taken by 
literarture study technic namely analysis on case book, books, internet and 
other documents relating to case in this paper. 
The results of this research are 1) implementation of criminal law to 
probation of theft with violence has been precise. Based on proof 
examination, witness testimony, defendant testimony and proof taken in trial 
process can be taken facts which prove that probation of theft with violence 
crime has happened  in which all of the defendant acts have fulfilled every 
element of crime charged to him. About crime liability, defendant is 
considered be healthy as well physical and spirituality and there is no reason 
to deplete punishment as well correcting and excuse. 2) Judges’ legal 
consideration in deciding probation of theft with violence crime. The legal 
reasons of judges has been according to Article 183 KUHAP about bases and 
Article 184 KUHAP on Proofs and Article 197 (1) alphabet f KUHAP about 
circustances that burden and milden. But, decision on 4 years jail in this crime 
is so mild because (1) crime done is crime categorized as heavy crime (2) 
defendant is residivist, (3) the only milden factor for defendant is polite and 
straight forward on trial, in writer view it’s something worthy. The judge must 
impose heavier punishment in this case because punishment will give big 
influence to deterrent effect dan preveny effect as effort to prevent crime in 
society. 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia adalah mahluk sosial yang membutuhkan manusia lain 
untuk hidup berdampingan dengannya. Sebagai mahluk sosial manusia 
tidak akan mampu hidup menyendiri terpisah dari kelompok manusia 
lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun sifatnya hanya untuk 
sementara waktu. Hidup menyendiri terlepas dari pergaulan manusia 
dalam masyarakat, hanya mungkin terjadi dalam dongeng belaka. Namun 
dalam kenyataannya, hal itu tidak mungkin terjadi.1 
Sudah menjadi kodrat manusia adalah makhluk sosial yang tidak 
dapat hidup secara sendiri-sendiri artinya dalam pergaulan hidup 
manusia sangat tergantung pada manusia lain yaitu hasrat untuk hidup 
berkelompok, berkumpul, dan berdamping-dampingan serta saling 
mengadakan hubungan antar sesamanya dalam masyarakat. Untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus bekerjasama dan 
mengadakan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. 
Adakalanya dalam hubungan antar manusia tersebut terdapat 
perbedaan-perbedaan kepentingan dan tujuan, sehingga menimbulkan 
                                                             
1
 C.S.T. Kansil, 1980, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cetakan ketiga, 
Balai Pustaka: Jakarta, hlm. 27. 
2 
pertikaian-pertikaian antara manusia yang satu dengan manusia yang 
lainnya dan bahkan antara kelompok manusia yang satu dengan 
kelompok manusia yang lainnya. Keadaan seperti ini tentu saja dapat 
mengganggu keserasian hidup bersama yaitu rasa aman, nyaman dan 
senantiasa harmonis dalam suatu masyarakat. Untuk itu dibutuhkan 
seperangkat aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang berfungsi 
menciptakan dan menjaga hubungan dalam masyarakat agar selalu 
harmonis. 
Seperangkat aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang dimaksud itu 
tidak lain adalah hukum. Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam 
masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar 
tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan dalam 
masyarakat. Hal ini dicerminkan dari salah satu fungsi hukum sebagai “a 
tool of social control”. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial 
dapat diterangkan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku 
mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum 
dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi 
penyimpangan tersebut.2  
Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum 
yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan 
                                                             
2
 Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan sosiologis), PT 
Toko Gunung Agung: Jakarta, hlm. 87. 
3 
untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 
dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang 
berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. 
Pengenaan hukum pidana ini, adalah sebagai salah satu upaya untuk 
mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan 
hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan 
hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala 
usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain 
itu, hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada 
mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenankan 
atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan sekaligus 
menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 
itu.3 
Berkaitan dengan tindak pidana Moeljatno4 merumuskan istilah 
perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana 
dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut. 
                                                             
3
 Andi Hamzah, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, PT Rineke Cipta: Jakarta, hlm. 4-5. 
4
 Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, cetakan ketujuh, PT. Rineke Cipta: Jakarta, 
hlm.54. 
4 
Perbuatan dapat dikatakan menjadi suatu tindak pidana apabila 
mempunyai sifat-sifat sebagai berikut
5
 :  
a. melawan hukum;  
b. merugikan masyarakat;  
c. dilarang oleh aturan pidana; 
d. pelakunya diancam dengan pidana. 
Berbicara mengenai tindak pidana, menurut sistem yang ada 
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang berlaku 
di Indonesia, tindak pidana terbagi atas dua (2) jenis yaitu kejahatan 
(Misdrijven) dan pelanggaran (Overtreddingen). Pembagian kedua (2) 
jenis perbuatan pidana ini tidak ditetapkan secara nyata dalam satu Pasal 
KUHPidana, akan tetapi sudah sudah dianggap sedemikian adanya dan 
berlaku secara umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun perbedaan 
prinsipil kedua (2) jenis perbuatan pidana yang disebutkan di atas. 
Kejahatan:”rechtsdelichten” yaitu perbuatan yang meskipun tidak 
ditentukan oleh undang-undang sebagai perbuatan pidana, tetapi tetap 
dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. 
Sedangkan Pelanggaran:”wetsdelichten” yaitu perbuatan yang sifat 
melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang 
yang mengatur demikian.6 
                                                             
5
 M. S. Bassar, 1982, Tindak-tindak Pidana Tertentu. Ghalia, Bandung, hlm. 2. 
6
 Hukum Online, 2010, Pidana, Diakses Dari http://hukum untuk keadilan. 
blogspot.com/p/pidana_16.html?zx=57dccd3e9e9ba9c9, [14 September 2013]. 
5 
Salah satu perbuatan pidana dalam wujud kejahatan yang sering 
muncul ke permukaan saat ini adalah pencurian. Maraknya tindak pidana 
pencurian yang terjadi sangat erat kaitannya dengan keadaan hidup 
masyarakat khususnya pelaku kejahatan. Misalnya, keadaan ekonomi 
atau tingkat pendapatan yang masih di bawah garis kemiskinan, tingkat 
pendidikan yang masih tergolong rendah dan keadaan dimana jumlah 
penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan kerja. Hal-hal ini 
berpotensi menimbulkan perilaku kriminal dalam masyarakat tak 
terkecuali pencurian itu sendiri. 
Kasus pencurian telah menjadi perkara yang sering diperiksa, 
diadili dan diputus oleh pengadilan. Pencurian itu sendiri di atur dalam 
Buku II Pasal 362 KUHPidana sebagai pencurian dalam bentuk pokok. 
Sedangkan, tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian 
biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus. Pencurian dengan 
keadaan khusus tersebut termasuk “pencurian dengan kekerasan” yang 
diatur dalam Buku II Pasal 365 KUHPidana.  
Kasus Perkara Putusan Nomor: 256/ Pid. B/ 2013/ PN. Makassar 
merupakan kasus percobaan pencurian dengan kekerasan yang diatur 
dalam Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke-2 
6 
KUHPidana. Berkenaan dengan rumusan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 
365 ayat (2) ke- 1 dan ke- 2 KUHPidana, R. Soesilo
7
 mengatakan : 
“menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju 
ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, 
arau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak 
selasai, misalnya bermaksud membunuh orang, orangnya tidak 
mati, hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil 
barang itu. 
“Ini adalah “pencurian dengan kekerasan” Tentang “kekerasan” 
lihat Pasal 89. Disini termasuk pula : mengikat orang yang punya 
rumah, menutup di dalam kamar dsb. Kekerasan atau ancaman 
kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang 
dan dapat dilakukan sebelumnya, bersamaan, atau setelah 
pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau 
memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya 
ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut 
melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu 
teta ada di tangannya. Seseorang pencuri dengan merusak 
rumah. Tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak 
dikenakan pada orang. Seseorang copet setelah mencuri dimaki-
maki oleh orang yang melihat dan karena sakit hati lalu memukul 
pada orang itu, tidak termasuk disini, sebab kekerasan (memukul) 
itu untuk membalas karena sakit hati, bukan untuk keperluaan 
tersebut di atas; 
“ancaman hukuman diperberat, jika “pencurian dengan kekerasan” 
ini disertai dengan salah satu dari syarat-syarat tersebut pada 
Pasal 365 Ayat (2) sub 1 s/d 4 KUHPidana. 
Pada Putusan Perkara Pengadilan Negeri Makassar No. 
256/Pid.B/2013/PN.Mks, Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah 
menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Randi Dg. Nai Alias Randi, telah 
memenuhi rumusan delik dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 365 ayat (2) 
ke- 1 dan ke-2 KUHPidana. Oleh karena itu terdakwa kemudian dijatuhi 
                                                             
7
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keputusan berupa pidana penjara selama 4(empat) bulan. Menarik untuk 
diamati bagaimana penerapan hukum yang telah ditetapkan dan 
bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. 
Apakah syarat-syarat untuk dapat dipidananya pada percobaan 
kejahatan telah terpenuhi dalam proses persidangan. Mengingat, bahwa 
pelaku percobaan tindak pidana juga dibebani tanggung jawab pidana 
dengan mengancam pidana kepada si pembuat yang belum sepenuhnya 
mewujudkan tindak pidana secara sempurna sebagaimana yang 
dirumuskan oleh undang-undang. 
Adapun alasan mengapa percobaan tindak pidana tetap dibebani 
tanggung jawab pidana. (1) Sudut pandang subjektif, karena pelaku 
percobaan tindak pidana mempunyai niat (voornement) jahat untuk 
melakukan kehendak jahatnya tersebut. (2) Sudut pandang objektif, 
karena perbuatan permulaan pelaksanaan yang dilakukan dipandang 
telah mengambil arah yang membahayakan kepentingan umum yang 
dlindungi oleh undang-undang. Selain alasan-alasan diatas, pada 
hakekatnya kaidah hukum percobaan dimaksudkan sebagai upaya 
preventif terjadinya perbuatan tercela yang merugikan masyarakat, yang 
sebelumnya belum dinyatakan sebagai tindak pidana.8 
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Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 
melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis 
dan mendasar mengenai percobaan tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan sehingga penulis memilih judul “Analisis Yuridis terhadap 
Percobaan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus 
Putusan No. 256/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah 
yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap percobaan 
tindak pidana pencurian dengan kekerasan (studi kasus 
putusan No.256/ Pid B/ 2013/ PN. Mks) ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus 
perkara percobaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan 
(studi kasus putusan No.256/ Pid B/ 2013/ PN. Mks) ? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penulisan 
yang hendak penulis capai adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap 
percobaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (studi 
kasus putusan No.256/ Pid B/ 2013/ PN. Mks). 
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2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus 
perkara percobaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan 
(studi kasus putusan No.256/ Pid B/ 2013/ PN. Mks). 
D. Kegunaan Penelitian  
1. Kegunaan secara teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan 
ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan 
menambah referensi khususnya tentang hal-hal yang berkaitan 
dengan percobaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.  
2. Kegunaan secara praktis  
Dalam penegakan hukum diharapkan dapat sebagai sumbangan 
pemikiran yang dapat dipakai para pengambilan kebijakan para 
penegak hukum khususnya dalam menangani masalah percobaan 
tindak pidana pencurian dengan kekerasan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaar feit, di 
dalam KUHPidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya 
yang dimaksud dengan starfbaar feit itu sendiri. Strafbaar feit merupakan 
istilah Belanda, yang berasal dari kata strafbaar, artinya dapat dihukum.9  
Sudarto10 mengatakan : Strafbaar feit dalam istilah tindak pidana 
di dalam perundang-undangan negara kita dapat dijumpai istilah-istilah 
lain yang dimaksud juga sebagai istilah tindak pidana, yaitu: 
a. Peristiwa pidana (UUDS 1950 Pasal 14 ayat (1)). 
b. Perbuatan pidana (UU Darurat No. 1 tahun 1951, UU 
mengenai : tindak sementara untuk menyelenggarakan 
kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-
pengadilan sipil, Pasal 5 ayat 3b). 
c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (UU Darurat No. 2 
Tahun 1951 tentang : Perubahan Ordonantie tijdelijke by 
zondere strafbepalingen S. 1948 – 17 dan UU RI (dahulu) No. 
8 tahun 1948 Pasal 3. 
d. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan 
yang dapat dikenakan hukuman (UU Darurat NO. 1951, 
tentang Penyelesaian perselisihan perburuhan, Pasal 19, 21, 
22). 
e. Tindak pidana (UU Darurat No. 7 tahun 1953 tentang 
Pemilihan Umum, Pasal 129). 
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f. Tindak pidana (UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang 
Pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana 
Ekonomi, Pasal 1 dan sebagainya). 
g. Tindak pidana (Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 
tnetang kewajiban kerja bakti dalam rangka permasyarakatan 
bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang 
merupakan kejahatan, Pasal 1). 
 
Dari berbagai peraturan perundang-undangan di atas, dapat dilihat 
bahwa pembuat undang-undang pada saat itu masih memakai istilah 
tindak pidana yang berbeda-beda dalam setiap undang-undang. Dari 
berbagai perbedaan pendapat para sarjana mengenai istilah tindak 
pidana tersebut, bukan merupakan hal yang prinsip karena yang 
terpenting menurut Sudarto adalah pengertian atau maksud dari tindak 
pidana itu sendiri, bukan dari istilahnya.11 
Terdapat perbedaan dalam mendefinisikan kata tindak pidana, ini 
dikarenakan masing-masing sarjana memberikan definisi atau pengertian 
tentang tindak pidana itu berdasarkan penggunaan sudut pandang yang 
berbeda-beda. Pompe12 mengatakan, tindak pidana sebagai “suatu 
tingkah laku yang dalam ketentuan undang-undang dirumuskan sebagai 
sesuatu yang dapat dipidana”. 
Pompe13 juga membedakan mengenai pengertian tindak pidana 
(strafbaar feit) menjadi dua, yaitu :  
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1. Definisi teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah 
suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena 
kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk 
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum;  
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian 
“strafbaar feit” adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan 
undang-undang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang 
dapat dihukum. 
Lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana, PAF Lamintang14 
mengatakan bahwa:  
“setiap tindak pidana dalam KUHPidana pada umumnya dapat 
dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur 
subjektif dan objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah 
unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang 
berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya 
yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 
Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur 
yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-
keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.” 
Moeljatno15 menggunakan istilah perbuatan pidana, yang 
didefinisikan sebagai berikut: 
“adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai 
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 
melanggar larangan tersebut”. Dari pengertian tindak pidana yang 
diberikan oleh Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah: 
a. Perbuatan (manusia); 
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). 
Sementara Vos16 merumuskan “peristiwa pidana sebagai berikut: 
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“adalah suatu perbuatan manusia yang oleh Undang-undang 
diancam dengan hukuman”. Menurut bunyi batasan yang dibuat 
Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah: 
a. Kelakuan manusia; 
b. Diancam dengan pidana; 
c. Dalam peraturan Undang-undang; 
Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan yang 
dibuat oleh Vos maupun maupun Moeljatno, tidak ada perbedaan, yaitu 
bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat 
dalam undang-undang dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. 
Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak 
menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata 
mengenai perbuatannya. Sementara itu Leden Marpaung17, juga 
menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif 
dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut : 
a. unsur subjektif 
Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum 
pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” 
(an act does not make a person guilty unless the mind is 
guility or actus non facit reum nisi mens si rea). Kesalahan 
yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan 
oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan 
(schuld). 
b. unsur objektif 
Merupakan unsur dari luar dari pelaku yang terdiri atas : 
1) Pebuatan manusia berupa: 
a) act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif 
b) omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan 
negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau 
membiarkan. 
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2) Akibat (result) perbuatan manusia 
akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan 
kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh 
hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan dan sebagainya. 
3) Keadaan-keadaan (circumstances) 
Pada umunya, keadaan ini dibedakan antar lain: 
a) keadaan pada saat perbuatan dilakukan 
b) keadaan setelah perbuatan dilakukan 
c) sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
Semua unsur delik di atas merupakan satu kesatuan. Salah atu 
unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan 
dari pengadilan. 
2. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Tindak pidana dapat dibedakan atas pelbagai pembagian tertentu, 
yaitu sebagai berikut18 : 
a. Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan 
(misdriven) dimuat dalam buku II dan pelanggaran 
(overtredingen) dimuat dalam buku III; 
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak 
pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materil 
(materiel delicten); 
c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak 
pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak 
dengan sengaja/kelalaian (culpose delicten); 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana aktiv/positif dapat juga disebut tindak pidana 
komisi (delicta commissionis) dan tindak pidana 
pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (delicta 
omissionis); 
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana seketika/selesai (aflopende 
delicten) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau 
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berlangsung lama/berlangsung terus/berlanjut (voortduren 
delicten); 
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana umum dan tindak pidana khusus; 
g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana communia (communia delicten, yang dapat 
dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (propria 
delicate, yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang 
memiliki kualitas pribadi tertentu); 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
maka dibedakan anatara tindak pidana biasa (gewone 
delicten) dan tindak pidana aduan (klacht delicten); 
i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka 
dapat dibedakan antara tindak pidana yang diperberat 
(gequalificeerde delicten) dan tindak pidana yang diperingan 
(gepriviligieerde delicten); 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan 
hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa 
dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, 
tindak pidana terhdap nama baik, tindak pidana terhadap 
kesusilaan dan lain sebagainya; 
k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu 
larangan, dibedakan anatara tindak pidana tunggal 
(enkelvoudige delicten) dan tindak pidana berangkai 
(samengestelde delicten).  
 
B. Percobaan (Poging) 
1. Pengertian Percobaan 
Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia
19
, 
percobaan berarti: (1) usaha mencoba sesuatu; (2) usaha hendak berbuat 
atau melakukan sesuatu; (3) proses, cara, perbuatan mencoba atau 
mencobakan. 
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Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku I tentang 
Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 dan Pasal 54 KUHPidana. Adapun bunyi 
dari Pasal 53 dan Pasal 54 KUHPidana berdasarkan terjemahan Badan 
Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman adalah sebagai 
berikut: 
Pasal 53: 
(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu 
telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak 
selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan 
karena kehendaknya sendiri. 
(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam 
percobaan dikurangi sepertiga. 
(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 
lima belas tahun. 
(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan 
selesai. 
Pasal 54: 
Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.  
Kedua pasal tersebut tidak memberikan defenisi tentang apa yang 
dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan (poging), yang 
selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan percobaan. Pengertian 
percobaan tidak dijelaskan oleh undang-undang, namun yang ditetapkan 
bahwa percobaan melakukan tindak pidana diancam dengan pidana jika 
telah memenuhi sejumah persyaratan tertentu. 
Jika mengacu kepada arti kata sehari-hari, percobaan itu diartikan 
sebagai menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang 
dituju itu, atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai 
17 
tetapi tidak selesai. Misalnya seseorang bermaksud membunuh orang 
tetapi orangnya tidak mati, seseorang hendak mencuri barang tetapi tidak 
sampai dapat mengambil barang itu.20 
Menurut Jan Remmelink21, dalam bahasa sehari-hari, percobaan 
dimengerti sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa 
(keberhasilan) mewujudkannya. Sementara Menurut Wirjono 
Prodjodikoro22, pada umumnya kata percobaan berarti suatu usaha 
mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. 
Lanjut Jonkers yang menyatakan bahwa “mencoba berarti berusaha untuk 
mencapai sesuatu tapi tidak tercapai”.  
Satu-satunya penjelasan yang dapat diperoleh tentang 
pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana adalah bersumber dari MvT23 
yang menyatakan: 
“Poging tot misdrijf is dan de begonnen maar niet voltooide 
uitvoering van het misdrijf, of wel de door een begin van uitvoering 
geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen. (Dengan 
demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah 
pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai 
akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk 
melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di 
dalam suatu permulaan pelaksanaan)”. 
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2. Unsur-unsur Percobaan 
Makna dari unsur-unsur, sebagai terjemahan elementen (bahasa 
Belanda) atau elements (bahasa inggris) adalah syarat-syarat umum yang 
harus terpenuhi oleh para hakim untuk manjatuhkan pidana yang tepat 
bagi terdakwa. Berkaitan dengan hal tersebut, adapun unsur-unsur 
percobaan yang dimuat dalam Pasal 53 KUHPidana sebagai berikut : 
1. Adanya niat (voornemen); 
2. Adanya permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering); 
3. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak 
dari pelaku. 
Ad. 1. Adanya niat (voornemen) 
Dalam teks bahasa belanda niat adalah “voornemen” yang 
menurut doktrin tidak lain adalah kehendak untuk melakukan kejahatan, 
atau lebih tepatnya disebut Opzet” atau kesengajaan. Sedangkan 
Menurut Moeljatno, niat jika dipandang dari sudut bahasa adalah sikap 
batin seseorang yang memberi arah kepada apa yang akan 
diperbuatnya.24 Sementara menurut Memori Penjelasan KUHPidana 
Belanda (MvT) niat sama dengan kehendak atau maksud.  
Para pakar hukum pada umumnya berpendapat bahwa niat 
diartikan sama dengan kesengajaan (opzettelijk). Masalahnya apakah 
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kesengajaan ini diartikan secara luas atau sempit. Dalam arti sempit 
opzet adalah kesengajaan sebagai maksud, sedangkan dalam arti luas 
opzet adalah semua bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai 
maksud, kesengajaan berinsyaf kepastian, dan kesadaran berinsyaf 
kemungkinan. 
Pada umumnya para pakar menganut pendapat bahwa yang 
dimaksud dengan niat dalam percobaan (poging) adalah kesengajaan 
dalam arti luas, pendapat ini demikian dianut antara lain oleh Hazewinkel-
Suringa, van Hamel, van Hattum, Jonkers, dan van Bemmelen.25 Dalam 
praktik hukum berdasarkan kepada berbagai yurisprudensi, niat dalam 
hal percobaan ini menganut pandangan yang sama dengan para pakar 
hukum pada umumnya yaitu kesengajaan dengan semua bentuknya.  
Hal di atas sesuai pula dengan putusan Arrest Hoge Raad yang 
secara jelas juga menganut paham niat dalam arti luas yaitu arrest HR 
tanggal 26 Maret 1946, yang kasusnya sebagai berikut26: 
“Seorang penumpang kereta api yang membawa barang-barang 
selundupan, ketika kereta api sedang bergerak cepat dan barang-
barangnya akan diperiksa ia menendang kondektur yang akan 
memeriksanya itu keluar pintu kereta api, tetapi kondektur itu tidak 
terjatuh melainkan bergantung dengan berpegang kuat pada pintu 
kereta api. Oleh Hoge Raad, orang itu dipidana karena bersalah 
telah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan. Pada 
kasus ini kesengajaan orang tersebut menendang kondektur 
adalah agar dia terhindar dari pemeriksaan barang-barang 
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selundupan yang dibawanya, bukan dengan maksud untuk 
membunuhnya. Tetapi orang itu seharusnya memiliki keinsyafan 
bahwa dengan perbuatannya menendang kondektur itu 
memungkinkan ia terjatuh dari kereta api dan berakibat 
kematiannya”. 
Ad. 2. Adanya permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering); 
Niat merupakan suatu keinginan untuk melakukan suatu 
perbuatan, dan ia berada di alam batiniah seseorang. Sangat sulit bagi 
seseorang untuk mengetahui apa niat yang ada di dalam hati orang lain. 
Niat seseorang akan dapat diketahui jika ia mengatakannya kepada 
orang lain. Oleh karena itu, kehendak atau niat belum mencukupi agar 
orang itu dapat dipidana, berkehendak adalah bebas. Namun, niat itu 
juga dapat diketahui dari tindakan (perbuatan) yang merupakan 
permulaan dari pelaksanaan niat. Menurut Loebby Loqman27: 
“adalah suatu hal yang mustahil apabila seseorang akan 
mengutarakan niatnya melakukan suatu kejahatan. Oleh karena 
itu, dalam percobaan niat seseorang untuk melakukan kejahatan 
dihubungkan dengan permulaan pelaksanaan”. 
Syarat (unsur) kedua yang harus dipenuhi agar seseorang dapat 
dihukum karena melakukan percobaan, berdasarkan Pasal 53 
KUHPidana adalah unsur niat yang ada itu harus diwujudkan dalam 
suatu permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering). 
Permulaan pelaksanaan sangat penting diketahui untuk 
menentukan apakah telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan 
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atau belum. Sejak seseorang mempunyai niat sampai kepada tujuan 
perbuatan yang dikehendaki, biasanya terdiri dari suatu rangkaian 
perbuatan. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat perbedaan antara 
perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan.  
Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana timbul permasalahan 
tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan 
(begin van uitvoering). Dalam hal ini apakah permulaan pelaksanaan 
harus diartikan sebagai “permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak” 
ataukah “permulaan pelaksanaan dari kejahatan”. Dari sini timbul 
berbagai macam pendapat. 
Menurut Moeljatno28, tidak ada keraguan menurut MvT bahwa 
permulaan pelaksanaan dalam hal ini adalah merupakan permulaan 
pelaksanaan dari kejahatan. Dalam Memori Penjelasan (MvT)29 
mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, telah diberikan 
beberapa penjelasan yaitu antara lain: 
a. Batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan 
percobaan yang telah dapat dihukum itu terdapat diantara apa 
yang disebut voorbereidingshandelingen (tindakan-tindakan 
persiapan) dengan apa yang disebut uitvoeringshandelingen 
(tindakan-tindakan pelaksanaan); 
b. Yang dimaksud dengan uitvoeringshandelingen itu adalah 
tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian 
langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan 
dan telah dimulai dengan pelaksanaannya; 
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c. Pembentuk undang-undang tidak bermaksud menjelaskan 
lebih lanjut tentang batas-batas antara uitvoeringshandelingen 
seperti dimaksud di atas. 
Berdasarkan Memori Penjelasan (MvT) mengenai pembentukan 
Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, dapat diketahui bahwa batas antara 
percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah 
dapat dihukum itu adalah terletak diantara voorbereidingshandelingen 
(tindakan-tindakan persiapan) dengan uitvoeringshandelingen (tindakan-
tindakan pelaksanaan). MvT hanya memberikan pengertian 
uitvoeringshandelingen (tindakan-tindakan pelaksanaan) yaitu berupa 
tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung 
dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai 
pelaksanaannya. Sedangkan pengertian voorbereidingshandelingen 
(tindakan-tindakan persiapan) tidak diberikan. Menurut MvT30: 
“batas yang tegas antara perbuatan persiapan dengan permulaan 
pelaksanaan tidak dapat ditetapkan oleh wet (undang-undang). 
Persoalan tersebut diserahkan kepada Hakim dan ilmu 
pengetahuan untuk melaksanakan asas yang ditetapkan dalam 
undang-undang. KUHPidana tidak menentukan kapankah suatu 
perbuatan itu merupakan perbuatan persiapan dari kapankah 
perbuatan itu telah merupakan permulaan pelaksanaan yang 
merupakan unsur dari delik percobaan”. 
Memang sulit untuk menentukan perbuatan mana dari serangkaian 
perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan permulaan pelaksanaan. 
Oleh karena itu, untuk menentukan perbuatan mana dari serangkaian 
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perbuatan yang merupakan permulaan pelaksanaan dapat didasarkan 
kepada dua teori yaitu teori subjektif (subjectieve pogingstheori) dan teori 
objektif (objectieve pogingstheori). 
Seperti telah diuraiakan di atas, seseorang yang berniat untuk 
melakukan delik memerlukan rangkain tindakan-tindakan, Satochid 
Kartanegara31 memberikan contoh rangkaian perbuatan yang dilakukan 
oleh seseorang untuk melakukan pembunuhan sebagai berikut: 
a. A meminjam atau membeli senjata api; 
b. A membawa senjata pai itu ke rumahnya; 
c. Untuk sementara A menyimpan senjata api itu di rumah; 
karena 
d. A Masih harus merencanakan, bagaimana kehendak hatinya 
tadi dilaksanakan; 
e. Setelah kehendaknya direncanakan masak-masak, A 
membawa senjata api itu ke jurusan rumah B; 
f. Sesampai di rumah B, A masih harus mengisi senjata api itu 
dengan peluru; 
g. Kemudian A mengarahkan senjata api itu ke B; 
h. Akhirnya A melakukan perbuatan, yaitu melepaskan tembakan 
ke arah B, akan tetapi tembakannya meleset sehingga B 
masih hidup 
Dari seluruh rangkaian perbuatan tersebut, perbuatan manakah 
yang dianggap sebagai perbuatan permulaan pelaksanaan. Apakah 
perbuatan A pergi meminjam atau membeli pistol sudah dianggap 
sebagai permulaan pelaksanaan? Apabila melihat niatnya, memang 
perbuatan A pergi untuk meminjam atau membeli pistol adalah dalam 
kaitan pelaksanaan niatnya untuk membunuh B. Akan tetapi apakah A 
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pergi untuk meminjam atau membeli sudah dianggap permulaan dari 
pelaksanaan pembunuhan?  
Menurut Satochid Kartanegara32: 
“orang yang menganut teori subjektif (yang menitikberatkan pada 
berbahayanya niat pembuat) mungkin memandang perbuatan 
tersebut pada A (meminjam atau membeli senjata api) sebagai 
perbuatan pelaksanaan karena pembuat dengan perbuatannya 
tersebut telah menunjukkan kehendak jahatnya. Sebaliknya, 
penganut teori objektif (yang mementingkan berbahayanya 
perbuatan, yaitu membahayakan kepentingan umum) akan 
berpendapat bahwa perbuatan tersebut pada butir a, b, c, d dan e 
belum merupakan perbuatan pelaksanaan sehingga pembuatnya 
tidak dapat dipidana melakukan delik percobaan pembunuhan.” 
Ad. 3. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena 
kehendak dari pelaku 
Syarat ketiga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan 
percobaan menurut KUHPidana adalah pelaksanaan itu tidak selesai 
bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku. Sehingga, 
apabila tidak selesainya pelaksanaan itu disebabkan oleh kehendak 
sendiri (vrijwillige terugtred) maka pelaku itu tidak dapat dipidana. Tidak 
terlaksananya tindak pidana yang hendak dilakukannya itu bukan karena 
adanya faktor keadaan dari luar diri orang tersebut, yang memaksanya 
untuk mengurungkan niatnya semula. 
Keadaan di luar kehendak pelaku maksudnya adalah, setiap 
keadaan baik badaniah (fisik) maupun rohaniah (psikis) yang datangnya 
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dari luar yang menghalangi atau menyebabkan tidak sempurna 
terselesaikan kejahatan itu. Keadaan fisik dalam hal pembunuhan yang 
hendak dilakukan oleh A terhadap B misalnya33: 
- Pada saat A membidikkan pistolnya kea rah B, tangan A 
dipukul oleh C; 
- Teh beracun yang disediakan A ketika hendak diminum oleh 
B, mendadak diserbu oleh seekor kucing, sehingga tumpah; 
- Tembakan yang mengenai B, hanya mengakibatkan luka 
ringan, atau B tidak apa-apa karena tembakannya meleset. 
Beda halnya yang dituliskan adami chazawi34, bahwa halangan-
halangan yang dimaksud disini adalah berupa halangan fisik semata 
yang berasal dari luar diri si pembuat, yang halangan tersebut tertuju 
pada dua macam yaitu: 
1. Tertuju pada fisik si pembuat, sehingga dia tidak mampu 
menyelesaikan kejahatan. Halangan ini baik datangnya dari 
pihak korban (misalnya ditodong pisau, korban lebih kuat dan 
melawan, dari pihak ketiga (misalnya sedang menodong 
dengan pisau tetapi tanganya dipukul orang), maupun dari 
alatnya (misalnya menodong dengan pistol yang lupa mengisi 
peluru), yang dapat menyebabkan secara fisik si pembuat 
menjadi tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kejahatan. 
2. Tertuju pada psychis si pembuat, oleh sebab adanya tekanan 
yang bersifat fisik yang sedemikian rupa yang memaksa 
seseorang (psychis) mengundurkan diri dari kejahatan yang 
telah dimulai dan berlangsung dilakukan. Misalnya seoarang 
penodong nasabah bank yang menyerah dengan 
meninggalkan tas korban di tempat karena takut mati di 
keroyok massa yang sedang mengepunnya. 
Penggunaan istilah semata-mata, perlu diperhatikan pula. Hal ini 
berarti meskipun pengurungan niat atau tidak meneruskan pelaksanaan 
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tindakan tersebut secara sukarela dan karena penyesalan, tetapi 
disertai dengan perasaan takut, maka dalam hal seperti ini pelaku tetap 
masih dapat dipidana karena percobaan.35 
Jika tidak selesainya perbuatan itu disebabkan oleh kehendaknya 
sendiri, maka dapat dikatakan bahwa ada pengunduran diri secara 
sukarela. Sering dirumuskan bahwa ada pengunduran diri sukarela, jika 
menurut pandangannya, ia masih dapat meneruskan perbuatannya, 
tetapi ia tidak mau meneruskannya. Tidak selesainya perbuatan karena 
kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan antara36: 
a. Pengunduran diri secara sukarela (rucktritt) yaitu tidak 
menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk 
delik yang bersangkutan; dan 
b. Penyesalan (tatiger reue) yaitu meskipun perbuatan 
pelaksanaan sudah diselesaikan, tetapi dengan sukarela 
menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. 
Misal: orang memberi racun pada minuman si korban, tetapi 
setelah diminumnya ia segera memberikan obat penawar 
racun sehingga si korban tidak jadi meninggal. 
 
3. Teori-teori Percobaan 
a. Teori Subjektif 
Teori ini didasarkan kepada niat seseorang, sebagaimana yang 
disebutkan dalam Pasal 53 KUHPidana bahwa “...apabila niat itu telah 
terwujud dari adanya permulaan pelaksanaan”. Jadi dikatakan sebagai 
permulaan pelaksanaan adalah semua perbuatan yang merupakan 
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perwujudan dari niat pelaku. Apabila suatu perbuatan sudah merupakan 
permulaan dari niatnya, maka perbuatan tersebut sudah dianggap 
sebagai permulaan pelaksanaan.  
Pada contoh pertama, A pergi ke rumah C untuk meminjam pistol, 
sudah merupakan permulaan dari niatnya yakni ingin membunuh B. 
Sehingga A pergi ke rumah C untuk meminjam pistol sudah dianggap 
sebagai permulaan pelaksanaan melakukan percobaan membunuh B. 
Demikian juga dalam contoh kedua. P masuk ke kamar kecil sudah 
dianggap sebagai permulaan pelaksanaan melakukan percobaan 
pencurian. Karena dengan masuknya P ke kamar kecil sudah merupakan 
permulaan pelaksanaan niatnya.37 
Menurut teori subjektif dasar patut dipidananya percobaan 
(strafbare poging) itu terletak pada watak yang berbahaya dari si 
pembuat. Jadi, unsur sikap batin itulah yang merupakan pegangan bagi 
teori ini.38 Ajaran yang subjektif lebih menafsirkan istilah permulaan 
pelaksanaan dalam Pasal 53 KUHPidana sebagai permulaan 
pelaksanaan dari niat dan karena itu bertolak dari sikap batin yang 
berbahaya dari pembuat dan menamakan perbuatan pelaksanaan: tiap 
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perbuatan yang menunjukkan bahwa pembuat secara psikis sanggup 
melakukannya. Menurut van Hamel
39
: 
“tidak tepat pemikiran mereka yang mensyaratkan adanya suatu 
rectstreeks verband atau suatu hubungan yang langsung antara 
tindakan dengan akibat, dimana orang menganggap yang dapat 
dihukum itu hanyalah tindakan-tindakan yang menurut sifatnya 
secara langsung dapat menimbulkan akibat. 
Lanjut van Hamel40 menyatakan bahwa:  
“aliran subjektiflah yang benar. Bukan saja karena aliran ini sesuai 
dengan nieuwere strafrechtsleer (ajaran hukum pidana yang lebih 
baru) yang bertujuan untuk memberantas kejahatan sampai 
kepada akarnya, yaitu manusia yang berwatak jahat (demisdadige 
mens) akan tetapi juga karena dalam mengenakan pidana 
menurut rumus umum (algemene formule) sebagaimana halnya 
dalam percobaan, unsur kesengajaan (niat) itulah unsur satu-
satunya yang memberi pegangan kepada kita. Oleh karena 
kesengajaan (niat) dalam ditimbulkan pada suatu ketika tetapi 
kemudian menjadi hilang. Dan juga justru dengan adanya 
kesengajaan (niat) itu perbuatan terdakwa lalu menjadi 
berbahaya, padahal kalau perbuatan dipandang tersendiri dan 
terlepas dari hal ikhwal yang mungkin akan timbul sama sekali 
tidak berbahaya.” 
Apabila dengan kesengajaan untuk membunuh orang 
mengarahkan senapan kepada sasaran, padahal pelatuk senapan tidak 
terpasang, maka perbuatan tersebut hanya bersifat berbahaya karena 
perbuatan dilakukan oleh orang yang mempunyai kesengajaan (niat) tadi. 
Maka menurut van Hamel, jika ditinjau dari sudut niat si pembuat, 
dikatakan ada perbuatan permulaan pelaksanaan jika dari apa yang telah 
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dilakukan sudah ternyata kepastiannya niat untuk melakukan kejahatan 
tadi. 
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori 
subjektif dapat dipidananya percobaan, karena niat seseorang untuk 
melakukan kejahatan itu dianggap sudah membahayakan kepentingan 
hukum. Sehingga niat untuk melakukan kejahatan yang telah diwujudkan 
menjadi suatu perbuatan dianggap telah membahayakan. 
b. Teori Objektif 
Teori ini disebut dengan teori objektif karena mencari sandaran 
pada objek dari tindak pidana, yaitu perbuatan. Menurut teori ini, 
seseorang yang melakukan suatu percobaan itu dapat dihukum karena 
tindakannya bersifat membahayakan kepentingan hukum.  
Ajaran yang objektif menafsirkan istilah permulaan pelaksanaan 
dalam Pasal 53 KUHPidana lebih sebagai permulaan pelaksanaan dari 
kejahatan dan karena itu bertolak dari berbahayanya perbuatan bagi 
tertib hukum, dan menamakan perbuatan pelaksanaan sebagai tiap 
perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum. Jika mengacu 
kepada contoh kasus yang diberikan oleh Loebby Loqman di atas, dari 
contoh pertama peristiwa yang menjadi tujuan A adalah membunuh B. A 
pergi ke rumah C untuk meminjam pistol bukanlah permulaan 
pelaksanaan agar orang meninggal dunia. Perbuatan yang paling 
30 
mungkin dianggap sebagai permulaan pelaksanaan dalam teori objektif 
dalam kasus ini adalah pada saat A menarik pelatuk pistol untuk 
membunuh B. Demikian pula pada kasus P. P menyelinap ke kamar kecil 
bukanlah permulaan pelaksanaan terhadap perbuatan yang diniatkan. 
Perbuatan yang diniatkan adalah mencuri. Unsur utama dari mencuri 
adalah mengambil, yaitu apabila seseorang telah menjulurkan tangannya 
untuk mengangkat/memindahkan suatu barang. Oleh karena itu, menurut 
teori objektif P dianggap belum melakukan perbuatan yang dianggap 
sebagai permulaan pelaksanaan.41 
Menurut Simons42: 
“pendapat dari para penganut paham subjektif itu adalah tidak 
tepat, dengan alasan bahwa paham tersebut telah mengabaikan 
syarat tentang harus adanya suatu permulaan pelaksanaan untuk 
melakukan kejahatan dan telah membuat segala sesuatunya 
menjadi tergantung pandangan yang bersifat subjektif hakim.” 
4. Bentuk-bentuk Percobaan 
a. Percobaan selesai atau percobaan lengkap  
Percobaan selesai yang juga disebut delik manque adalah 
melakukan perbuatan yang ditujukan untuk melakukan tindak pidana 
yang pelaksanaannya sudah begitu jauh, sama seperti tindak pidana 
selesai akan tetapi oleh sebab sesuatu hal tindak pidana itu tidak terjadi. 
Dikatakan percobaan, oleh karena tindak pidana yang dituju tidak terjadi, 
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dan dikatakan selesai oleh sebab pelaksanaannya sesungguhnya sama 
dengan pelaksanaan yang dapat menimbulkan tindak pidana selesai, 
sebagai contohnya orang yang berkehendak membunuh musuhnya, dia 
telah mengarahkan moncong senapan ke tubuh musuhnya itu, pelatuk 
telah ditariknya, senapan telah meletup, peluru telah melesat, tetapi tidak 
mengenai sasaran. 
Pada percobaan selesai, jika dilihat dari perbuatannya sebenarnya 
bukan lagi percobaan, karena baik niat, permulaan pelaksanaan dan 
pelaksanaannya telah selesai. Hanya oleh sebab tindak pidana yang 
dituju tidak terjadi, semata-mata dilihat dari hasil akhir dari pelaksanaan 
yang telah selesai saja, dan tidak mencapai apa yang dikehendaki, yang 
menyebabkan persoalan ini masih dapat dikategorikan pada 
percobaan.43 
b. Percobaan tertunda atau percobaan terhenti atau percobaan 
tidak lengkap (tentative poging) 
Percobaan tertunda, adalah percobaan yang perbuatan 
pelaksanaannya terhenti pada saat mendekati selesainya kejahatan. 
Misalnya, seorang pencopet yang telah mengulurkan dan memasukkan 
tangannya dan telah memegang dompet dalam tas seorang perempuan, 
tiba-tiba perempuan itu memukul tangan pencopet itu, dan terlepas 
dompet yang telah dipegangnya. Juga terdapat pada contoh orang telah 
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membidik dengan senapan terhadap orang yang hendak dibunuhnya, 
dengan tiba-tiba ada orang lain memukul tangannya dan terlepaslah 
senapan dari tangannya. Pada kasus ini benar-benar percobaan 
kejahatan yang dapat dipidana, seluruh syarat atau unsur dari Pasal 53 
ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi.44 
c. Percobaan tidak mampu (ondeugdelijke poging) 
Telah lazim istilah ondeugdelijke poging yang oleh ahli hukum di 
Indonesia di terjemahkan dengan istilah “percobaan tidak mampu”. Ada 
juga ahli hukum yang menyatakan istilah itu kurang tepat, seperti 
Lamintang yang lebih suka menyebutnya dengan ondeugdelijke middle 
untuk percobaan tidak mampu karena alatnya yang tidak sempurna, dan 
ondeugdelijke poging kurang tepat, kerena dengan istilah itu dapat 
mendatangkan kasalahpahaman yakni seolah-olah yang tidak sempurna 
itu adalah percobaannya, padahal yang dimaksudkan itu adalah 
perbuatan seseorang yang tidak dapat meyelesaikan kejahatan 
sebagaimana yang diisyaratkan undang-undang , oleh sebab alatnya dan 
atau objeknya yang menurut sifatnya tidak mungkin dapat terjadi suatu 
kejahatan. Jadi, yang tidak sempurna itu adalah bukan pada 
percobaannya, melainkan perbuatannya.45 
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Menurut Adami Chazawi46: 
“yang tidak sempurna itu, bukan percobaannya dan juga bukan 
perbuatannya, tapi alat dan atau objeknya tidak sempurna atau 
tidak mampu karena sifatnya yang sedemikian rupa, sehinggga 
menyebabkan tindak pidana yang dituju tidak mungkin terwujud. 
Seperti pada contoh orang dengan maksud untuk membunuh 
orang (objek kejahatan) yang dibencinya dengan menusuk 
musuhnya itu pada saat dia tidur, yang terbukti sebelum tikaman 
merobek lehernya, musuhnya itu telah mati terlebih dahulu karena 
serangan jantung.” 
 
d. Percobaan yang dikualifikasi 
Adami Chazawi47 menyebutkan bahwa:  
“percobaan yang dikualifisir adalah percobaan yang perbuatan 
pelaksanaannya merupakan tindak pidana selesai yang lain 
daripada yang dituju. Misalnya, seorang dengan maksud 
membunuh orang yang dibencinya dengan tusukan pisau, dan 
tidak mati tetapi hanya luka-luka berat. Pada orang ini terdapat 
kehendak untuk membunuh, tikaman pisau itu diarahkan pada 
matinya korban, akan tetapi kematian tidak timbul, artinya 
pembunuhan tidak terjadi, yang terjadi adalah penganiayaan yang 
menimbulkan luka berat (Pasal 351 ayat (3) KUHPidana), atau 
mungkin penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (1) KUHPidana), 
atau penganiayaan berencana yang menimbulkan luka berat 
(Pasal 353 ayat (2) KUHPidana), atau penganiayaan berat 
berencana (Pasal 355 ayat (1) KUHPidana).” 
Selanjutnya disebutkan bahwa, dasar penyebutan percobaan yang 
dikualifisir dengan contohnya tersebut di atas, hanyalah dilihat dari sudut 
pada kenyataan riil semata, artinya sudut obyektif. Lebih lanjut Adami 
Chazawi48: 
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“Pada pembunuhan dimana akibat kematian tidak timbul, tetapi 
hanya luka-luka saja, disebut atau dikualifisir sebagai tindak 
pidana lain hanya oleh sebab penglihatan dari luar saja. Akan 
tetapi jika dilihat dari sudut subyektif, syarat batin si pembuat, 
sesungguhnya kasus seorang yang hendak membunuh dengan 
pelaksanaannya menikam, dari tikaman tidak menimbulkan 
kematian tetapi hanya luka-luka saja, tidak dapat dikualifisir 
sebagai penganiayaan yang menimbulkan luka berat. Karena dari 
sudut batin sungguh berbeda antara pembunuhan dengan 
penganiayaan. Pada pembunuhan sikap batin ialah kehendak 
selalu ditujukan pada hilangnya nyawa (kematian) korban. Tetapi 
pada penganiayaan kesengajaan hanya ditujukan pada 
penderitaan fisik belaka, bisa sematamata rasa sakit atau bisa 
juga pada rasa sakit berupa luka-luka. Jika kesengajaan 
penganiayaan sekedar pada rasa sakit semata-mata disebut 
dengan penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHPidana), sedangkan 
apabila kesengajaan itu ditujukan pada rasa sakit yang berupa 
luka berat, disebut dengan penganiayaan berat (Pasal 354 
KUHPidana).” 
Oleh sebab itu, orang yang berkehendak untuk membunuh, yang 
perbuatan pelaksanaannya (misalnya menusuk), ternyata hanya luka-
luka saja, tidaklah dapat menjadi tindak pidana lain yang selesai, 
misalnya penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat (Pasal 351 
ayat 2 KUHPidana). Kasus itu tetap percobaan pembunuhan (Pasal 338 
jo. Pasal 53 KUHPidana), dan tidak dapat disebut penganiayaan yang 
menimbulkan luka berat. 
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C. Tindak Pidana Pencurian 
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian  
Kata “pencurian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia49 
berasal dari kata curi yang jika mendapatkan awalan (me) akan menjadi 
kata “mencuri” yang artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau 
dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Jika 
mendapatkan awalan (pe) dan akhiran (an) maka kata “curi” akan menjadi 
“pencurian” yang lebih diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan 
mencuri tadi. Jadi dapat disimpulkan, bahwa pencurian adalah suatu 
proses mengambil milik orang lain tanpa izin atau tidak sah. 
Dalam Pasal 362 KUHPidana50, tindak pidana pencurian 
dirumuskan sebagai berikut : 
“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau 
sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan 
memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena 
pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun 
atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-“ 
Untuk dikatakan “mengambil” disini, apabila barang yang diambil 
itu sudah berpindah tempat. Bila si pelaku baru memegang barang itu 
kemudian ketahuan oleh pemiliknya maka ia belum dapat dikatakan 
mencuri, akan tetapi baru melakukan, yang biasa disebut percobaan 
pencurian. Kata koster Henke, dengan mengambil saja belum merupakan 
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pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. 
Lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya 
bertentangan dengan hak pemilik.  
Untuk dapat dituntut dengan Pasal 362 KUHPidana ini, 
“pengambilan harus dengan sengaja dengan maksud untuk memiliki. Jika 
seseorang menemukan barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu 
mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu maka 
perbuatan tersebut masuk pencurian. Namun, jika pada waktu mengambil 
barang itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan kepada polisi, akan 
tetapi ketika sampai di rumah barang itu dimiliki untuk sendiri (tidak 
diserahkan kepada polisi) maka perbuatan tersebut bukanlah pencurian 
tetapi termasuk penggelapan.51 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian 
Tindak pidana pencurian adalah tindak pidana yang sudah berarti 
kejahatan terhadap harta benda orang lain. Dalam KUHPidana tindak 
pidana pencurian di muat dalam Pasal 362. Adapun unsur-unsur 
pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana52 adalah 
sebagai berikut: 
1. Unsur Subjektif: 
a) Maksud untuk memiliki 
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b) Melawan Hukum 
2. Unsur Objektif: 
a) Unsur Perbuatan mengambil (wegnemen) 
b) Unsur Benda 
c) Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain 
 
1. Unsur-Unsur Subjektif 
a) Maksud untuk memiliki 
Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur 
maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzetals oogmerk), berupa 
unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memilki. Dua unsur 
ini dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, Maksud dari perbuatan 
mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memiliki. 
Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa 
dalam tindak pidana pencurian, pengertian memliki tidak mensyratkan 
beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan si pembuat. 
Alsannya, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan 
yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini 
adalah maksudnya (subjektif) saja. 
Menurut Satochid Kartanegara53: 
“sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi 
dari sendiri atau untuk dijadikan barang-barang miliknya. Apabila 
dihubung-hubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum 
melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah 
terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu 
untuk dijadikan sebagai miliknya.” 
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Pengertian lain dari memiliki, terdapat dalam MvT54 mengenai 
pembentukan Pasal 362 KUHPidana yang menyatakan bahwa“ memiliki 
itu adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda 
tersebut. 
b) Melawan Hukum 
Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki 
itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak 
melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah 
sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah 
bertentangan dengan hukum. 
Berhubungan dengan alasan inilah, maka unsur melawan 
hukum dalam pencurian digolongkan dalam unsur melawan hukum 
subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MtV55, 
yang menyatakan bahwa apabila unsur kesengajaan dicantumkan 
secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu 
harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya. 
Unsur maksud adalah merupakan bagian dari kesengajaan. 
Dalam praktik hukum terbukti melawan hukum dalam pencurian ini lebih 
condong diartikan sebagai melawan hukum subjektif sebagaimana 
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pendapat Mahkamah Agung yang tercermin dalam pertimbangan 
hukum putusan Nomor 680/Pid/1982 tanggal 30-7-1983
56
: 
Dimana Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan 
Tinggi Jakarta (yang menghukum) dan membebaskan terdakwa 
dengan dasar dakwaan jaksa penuntut umum “tidak terbukti 
adanya unsur melawan hukum”. Sebab pada saat terdakwa 
mengambil barang-barang dari kantor, dia beranggapan bahwa 
barang-barang yang diambil terdakwa adalah milik almarhum 
suaminya. Sebagai seorang ahli waris, terdakwa berhak 
mengambil barang-barang tersebut. 
 
Pada bagian kalimat yang berbunyi “dia beranggapan bahwa 
barang-barang yang diambil terdakwa adalah milik almarhum suaminya” 
adalah merupakan penerapan pengertian tentang melawan hukum 
subjektif pencurian pada kasus konkrit dalam putusan pengadilan. 
Walaupun sesungguhnya tidak berhak mengambil sebab barang bukan 
milik suaminya, tetapi karena dia beranggapan bahwa barang adalah 
milik suaminya, maka sikap batin terhadap perbuatan mengambil yang 
demikian adalah merupakan tiadanya sifat melawan hukum subjektif 
sebagaimana yang dimaksud Pasal 362 KUHPidana. Sedangkan apa 
yang dimaksud dengan melawan hukum (wederrechtelijk) undang-
undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya 
melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu 
perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat 
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tercelahnya atau terlarangnya suatu perbuatan itu.57 Dalam doktrin 
dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan 
hukum formil, dan melawan hukum materil. Menurut Adamai Chazawi58: 
Melawan hukum formil adalah betentangan dengan hukum tertulis, 
artinya sifat tercelahnya atau terlarangnya suatu perbuatan itu 
terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat 
simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya 
perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam 
undang-undang. Sedangkan melawan hukum materil, ialah 
bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana 
dapat saja dalam hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam 
melawan hukum materil ini, sifat tercelahnya atau terlarangnya 
suatu perbuatan terletak pada masyarakat. 
 
Tentang unsur melawan hukum dalam pencurian, sifat 
tercelahnya itu terletak pada masyarakat, yang sifat ini telah diletakkan 
dalam undang-undang. 
2. Unsur Objektif  
a) Unsur Perbuatan mengambil (wegnemen) 
Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini 
menunjukkan bahwa pencurian berupa tindak pidana formil. Mengambil 
barang adalah
59
: 
Suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan 
dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada 
umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan dan 
kemudian diarahkan pada suatu benda, meyentuhnya, 
memegangganya dan mengangkatnya lalu membawa dan 
memindahkanya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya. 
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Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada 
perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan 
benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka 
mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap 
suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya 
secara nyata dan mutlak. 
Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata 
adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang 
artinya juga merupakan syarat untuk terjadi selesainya suatu pencurian 
secara sempurna.  Kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak 
beralih ke tangan si petindak, pencurian belum terjadi, yang terjadi 
barulah percobaan pencurian. Misalnya seorang pencopet telah 
menggerakkan tangan dan memasukan jari-jarinya ke dalam saku 
celana seseorang, namun belum sampai uang di saku celana itu dapat 
keluar, tangan pencopet itu ditampar oleh korban dan terlepaslah uang 
yang sudah disentuh oleh jari-jari tangan si pencopet. 
b) Unsur Benda 
Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini 
sesuai dengan keterangan dalam Memory van Toelichting (MvT)60 
mengenai pembentukan Pasal 363 KUHPidana adalah sebagai berikut : 
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“Terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed). Benda-
benda tidak bergerak, barulah dapat menjadi objek pencurian 
apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda 
bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau 
daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Apabila petindak 
terlebih dahulu menebang pohon atau melepas daun pintu 
kemudian mengambilnya, maka disamping ia telah melakukan 
pencurian, ia juga telah melakukan kejahatan perusakan benda 
(Pasal 406 KUHPidana). Dalam hal ini telah terjadi pembarengan 
perbuatan (Pasal 65 KUHPidana).” 
 
Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak 
dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. 
Benda bergerak adalah benda-benda yang dapat dipindahkan, benda 
bergerak itu sendiri dapat dibedakan atas: (1) menurut sifatnya dapat 
bergerak sendiri (hewan dan lain-lain), (2) yang dapat dipindahkan 
(buku, meja, dan lain-lain), (3) karena ditetapkan sebagai benda 
bergerak oleh undang-undang (hak-hak atas benda bergerak). 
Sedangkan, benda tidak bergerak adalah benda yang pada asasnya 
tidak mudah atau tidak dapat dipindahkan. Benda berwujud adalah 
segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera, contohnya: buku, 
rumah, listrik, dan lain sebagainya. Sedangkan benda tidak berwujud 
adalah segala macam hak, contohnya hak cipta, hak merek dan lain 
sebagainya.61 
Seiring dengan berjalannya waktu, pengertian benda tidak lagi 
sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam MvT sebagai benda 
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bergerak dan berwujud, melainkan lebih kepada benda yang 
bernilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis dan lain 
sebagainya. Terutama nilai ekonomis. Syarat bernilainya suatu benda 
ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu, dalam 
hal ini adalah bagi pemiliknya. 
c) Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain 
Unsur ini berkaitan dengan kepunyaan siapa barang hendak di 
curi. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup 
sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. 
Misalnya A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu 
kepunyaan A dan B disimpan di rumah A kemudian dicuri oleh B. 
Conroh lain, A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan di 
rumah A kemudian dicuri oleh B.62 
3. Jenis- jenis Tindak Pidana Pencurian  
Adapun jenis-jenis tindak pidana pencurian yang di muat dalam 
KUHPidana sebagai berikut : 
1) Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 
362 KUHPidana63: 
“Barang Siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau 
sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan 
memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena 
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pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun 
atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,--. 
Pasal ini dinamakan pencurian biasa atau pencurian dalam bentuk 
pokok. 
 
2) Tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan, 
dimuat dalam Pasal 363 KUHPidana64: 
“Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum: 
1e. pencurian Hewan 
2e. pencurian pada waktu kebakaran, letusan,banjir, gempa bumi 
atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal 
terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan 
atau kesengsaraan diwaktu perang. 
3e. pencurian pada waktu  malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh 
orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau 
bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang 
punya). 
4e. pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. 
5e. pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke 
tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk 
diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau 
memanjat atau dengan jalan memakai kinci palsu, perintah 
palsu, atau pakaian jabatan palsu.   
Pasal ini dinamakan pencurian dengan keadaan yang 
memberatkan. 
 
3) Tindak pidana pencurian ringan, dimuat dalam Pasal 364 
KUHPidana65: 
“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 dan 
pasal 363 No. 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 
363 No. 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau 
dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika 
harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh 
rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman 
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penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 900,--. 
Pasal ini dinamakan pencurian ringan. 
 
4) Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dimuat dalam Pasal 
365 KUHPidana66: 
“Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, 
dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan 
maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau 
jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi 
dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan 
kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri 
itu tetap, ada ditangannya. 
Pasal ini dinamakan pencurian dengan kekerasan 
 
5) Tindak pidana pencurian dalam keluarga, dimuat dalam Pasal 367 
KUHPidana67: 
“(1) Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang 
diterangkan dalam bab ini adalah suami (isteri) orang yang kena 
kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur 
atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tak 
dapat dituntut hukuman. 
(2) Jika ia suaminya (isterinya)  yang sudah diceraikan meja 
makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga 
orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun 
keturunan yang menyimpan dalam derajat yang kedua, maka bagi 
ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada 
pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu. 
Pasal ini dinamakan pencurian dalam keluarga. 
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4. Pencurian Dengan Kekerasan 
Menurut R. Soesilo
68
, pengertian pencurian dengan kekerasan 
sebagaimana dimuat dalam Pasal 365 KUHPidana adalah sebagai 
berikut: 
“ini adalah “pencurian dengan kekerasan. kekerasan” artinya 
menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara 
yang tidak sah “misalnya memukul dengan tangan, atau dengan 
segala macam senjata, menyepak, menendang.. Disini termasuk 
pula : mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam 
kamar dsb. 
Lanjut dalam Pasal 89 KUHPidana69: 
“kekerasan juga disamakan dengan membuat orang pingsan atau 
tidak berdaya. Pingsang artinya tidak ingat atau tidak sadar akan 
dirinya. Umpamanya memberi obat tidur atai obat-obatan lain. 
Sedangkan pengertian tidak berdaya disini adalah tidak 
mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak 
dapat melakukan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat 
dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, 
memberi suntikan sehingga orang itu lumpuh.” 
Jadi pada dasarnya menurut Pasal 365 KUHPidana70, bahwa: 
Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada 
orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, 
bersamaan, atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya 
untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu dan jika 
tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau 
kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya 
barang yang dicuri itu teta ada di tangannya. Seseorang pencuri 
dengan merusak rumah. Tidak masuk disini, karena kekerasan 
(merusak) itu tidak dikenakan pada orang. Seseorang copet 
setelah mencuri dimaki-maki oleh orang yang melihat dan karena 
sakit hati lalu memukul pada orang itu, tidak termasuk disini, 
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sebab kekerasan (memukul) itu untuk membalas karena sakit hati, 
bukan untuk keperluaan tersebut di atas. 
Seperti diketahui pencurian dengan kekerasan pada dasarnya 
identik dengan pencurian lainnya. Perbedaannya hanya terletak pada 
klasifikasi kekerasan atau ancaman kekerasan yang melekat pada 
perbuatan pencurian. Dengan demikian unsur-unsurnya dapat dikatakan 
sama dengan Pasal 362 KUHPidana ditambah klasifikasi ancaman 
kekerasan. 
Oleh karena itu, untuk mengetahui unsur-unsur delik pencurian 
dengan kekerasan maka kita lihat dalam Pasal 365 KUHPidana. Adapun 
unsur-unsur delik ini sama dengan yang dipunyai oleh Pasal 362 
KUHPidana ditambah dengan tambahan unsur-unsur sebagai berikut71: 
Pasal 365 ayat (1): 
1. Unsur Pencurian 
- Perbuatan mengambil 
- Yang diambil harus sesuatu 
- Barang itu harus seluruh atau sebagian kepunyaan orang 
lain 
- Maksud untuk memiliki dengan melawan hukum (hak) 
2. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan terhadap orang. 
3. Unsur dengan maksud menyiapkan atau memudahkan 
pencurian itu. 
Pasal 365 ayat (2): 
a. Unsur-unsur sama dengan ayat (1) di atas, hanya ditambah 
unsur dilakukan, pada malam hari dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup atau djalan umum, atau di dalam kereta 
apai yang sedang berjalan. 
b. Ditambah unsur subjek pelaku dua orang atau lebih. 
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c. Ditambah unsur membongkar, memanjat, memakai kunci 
palsu, perintah palsu jabatan palsu. 
d. Unsur luka berat pada si korban. 
Pasal 365 ayat (3): 
Ditambah dengan unsur di atas hanya ditambah dengan unsur 
matinya orang akibat perbuatan itu.  
Pasal 365 ayat (4): 
Ditambah unsur luka berat atau mati karena dilakukan oleh dua 
orang atau lebih. 
 
D. Pidana Dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana 
Pidana berasal dari kata starf (bahasa belanda), yang adakalanya 
disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah 
hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. 
Menurut Adami Chazawi72, pidana lebih tepat didefinisikan sebagai: 
Suatu perbuatan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara 
kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum 
(sanksi) baginya atas pebuatannya yang telah melanggar larangan 
hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini 
disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit). 
 
Wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah 
ditetapkan dan diatur secara terperinci, baik mengenai batas-batas dan 
cara menjatuhkannya serta dimana dan bagaimana cara menjalankannya. 
Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHPidana. 
Akan tetapi, wujud dan batas-batas berat ringannya dalam menjatuhkan 
dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukum 
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pidana yang bersangkutan. Jadi, negara tidak bebas memilih 
kehendaknya dari jenis-jenis dalam Pasal 10 KUHPidana tadi. 
Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat bukan tujuan 
dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa 
penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan yang disebut 
terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, melindungi 
kepentingan-kepentingan umum yang dilindungi oleh hukum. 
Mencamtumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, 
disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka 
membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) 
bagi orang yang berniat melanggar hukum pidana. 
2. Jenis-jenis Pemidanaan 
KUHPidana sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah 
merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 
KUHPidana. Dimana pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara 
pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut73: 
a. Pidana pokok terdiri dari: 
1. Pidana mati; 
2. Pidana penjara; 
3. Pidana kurungan; 
4. Pidana denda; 
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 
1946). 
b. Pidana Tambahan terdiri dari: 
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1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu; 
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu; 
3. Pidana pengumuman putusan hakim. 
 
Ad.a. Pidana pokok terdiri dari : 
1. Pidana mati 
Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHPidana maupun berdasarkan 
hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. 
Karena pidana ini pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak 
hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan 
Tuhan, maka tidak heran dari dulu sampai sekarang menimbulkan 
pendapat pro kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang 
pidana mati itu sendiri. 
Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah 
dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik 
revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya 
apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik 
kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap 
tidak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan 
dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana. Dalam KUHPidana 
kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang 
dipandang sengat berat, yakni kejahatan yang termuat dalam Pasal 104, 
Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 129, Pasal 140 ayat (3), 
Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2), Pasal 444 KUHPidana. 
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2. Pidana penjara 
Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana 
penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, 
dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata 
tertib yang berlaku dalam penjara. 
Pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) KUHPidana dibedakan 
menjadi: (a) pidana penjara seumur hidup; dan (b) pidana penjara 
sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup diancam pada kejahatan-
kejahatan yang sangat berat, yakni74: 
a. Sebagai pidana alternative dari pidana mati seperti Pasal 104, 
Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2); dan 
b. Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatife pidana mati, 
tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara 
setingi-tingginya 20 tahum, misalnya Pasal 106 dan 108 ayat 
(2). 
 
Sedangkan pidana sementara waktu, itu paling rendah 1 hari dan 
paling tinggi (maksimum) 15 tahun (Pasal 12 ayat (2) KUHPidana). Pidana 
penjara sementara waktu dapat (mungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 
tahun secara berturut-turut, sebagaimana yang telah ditentukan dalam 
Pasal 12 ayat (3). 
3. Pidana kurungan 
Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan 
kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari 
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pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya 
sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan 
kemerdekaan seseorang. Dalam KUHPidana Pasal 18 ayat (1) dikatakan 
bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun. 
Beberapa istilah dalam pidana kurungan, yakni : (1) Minimum 
umum pidana kurungan yakni selama 1 hari; dan (2) maksimum umum 
pidana kurungan selama 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 
tahun 4 bulan. Selain itu dalam pidana kurungan juga dikenal adanya 
istilah (3) maksimum khusus yang disebutkan pada setiap rumusan tindak 
pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, 
bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang 
bersangkutan.75 
4. Pidana denda 
Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali 
dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika 
pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak 
pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana memang hanya 
diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim 
menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang 
semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka/nilai uang yang 
diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang 
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di pasaran. Dapat menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda 
dijatuhkan, contoh hakim dapat saja menjatuhkan pidana denda 
maksimum pada petindak pelanggaran Pasal 362 pencurian mobil dengan 
pidana denda sembilan ratus rupiah walaupun putusan ini tidak adil. 
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946). 
Undang-Undang Tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20 yang 
termuat dalam Berita Republik Indonesia II 24 halaman 277/288, 
mengadakan suatu hukuman pidana baru yang dinamakan “hukuman 
tutupan”. Pidana tutupan sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk 
undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya 
dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas 
dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena 
terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tempat dan menjalani 
pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan 
Undang-undang Nomor 20 tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948, yang dikenal dengan Peraturan 
Pemerintah tentang Rumah Tutupan. 
Ad.b. Pidana tambahan terdiri dari : 
Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHPidana pada 
bagian b, terdiri dari: 
1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu 
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Menurut Vos76, pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di 
bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, 
pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal: 
1. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan 
keputusan hakim. 
2. Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu 
menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim. 
 
Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHPidana77, 
yaitu: 
1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan 
tertentu; 
2) Hak memasuki angkatan bersenjata; 
3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum; 
4) Hak menjadi penasihat(raadsman) atau pengurus menurut 
hukum (gerechtelijke bewindvoerder), hak menjadi wali 
pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas 
orang yang bukan anak-anak; 
5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, mejalankan perwakilan 
atau pengampu atas anak sendiri; 
6) Hak menjalankan pencaharian. 
 
Adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan 
pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam Pasal 38 KUHPidana. 
Perlu diperhatikan bahwa hakim baru boleh menjatuhkan pidana 
pencabutan hak-hak tertentu sebagaiamna diterangkan di atas apabila 
secara tegas diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan 
pada rumusan tidak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang 
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diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak 
pidana yang dimuat dalam Pasal-pasal : 317, 318, 334, 347, 348, 350, 
362, 363, 365, 374, 375. 
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu 
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga 
halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana 
hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak 
diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal 
perampasan untuk semua kekayaan. 
Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim 
pidana, (Pasal 39 KUHPidana), yaitu78: 
1) Barang-barang yang berasal/diperolah dari suatu kejahatan 
(bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan corpora 
delictie, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, 
surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan 
2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, 
yang disebut dengan instrumenta delictie, misalnya pisau 
yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau 
penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam 
pencurian dan lain sebagainya. 
 
 
3. Pidana pengumuman putusan hakim 
Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam 
persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHPidana) bila tidak, 
putusan itu batal demi hukum. Pidana pengumuman putusan hakim hanya 
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dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Contoh, 
Pasal 377 ayat (1) (menunjuk Pasal 372, Pasal 374, KUHPidana, yaitu 
kejahatan penggelapan), Pasal 405 ayat (2) KUHPidana (menunjuk Pasal 
396 – Pasal 402 KUHPidana, yaitu merugikan yang berpiutang atau yang 
berhak). 
Dalam pidana pengumuman putusan hakim, hakim bebas 
menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut 
dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan 
pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya 
dibebankan pada terpidana. Kalau kita perhatikan delik-delik yang dapat 
dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka 
dapat disimpulkan, bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar 
masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, 
perbuatan curang dan sebagainya. 
3. Teori Tujuan Pemidanaan 
Teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga 
kelompok teori, yaitu : 
1. Teori Absolut atau teori pembalasan (retributive / vergelding 
theorieen); 
2. Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian / doeltheorieen); 
3. Teori gabungan (verenigingstheorieen).  
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Ad. 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (retributive / vergelding 
theorieen) 
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang 
telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatumest). 
Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu 
pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar 
pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu 
sendiri. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas 
dalam pendapat Kant di dalam bukunya "Philosophy of Law" sebagaimana 
dikutip Muladi79 mengatakan :  
" ……Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai 
sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si 
pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua 
hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah 
melakukan suatu kejahatan.  
Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk 
menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) 
pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus 
dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran 
masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap 
orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan 
perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota 
masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat 
dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam 
pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan 
umum” 
Salah seorang tokoh penganut teori absolut yang terkenal ialah 
Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis 
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sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah 
pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan 
perwujuan dari cita-susila, maka pidana merupakan "Negation der 
Nagetion" (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran). 
Pendapat sarjana tersebut di atas mendasarkan pada "the philosophy of 
vengeance" atau filsafat pembalasan di dalam mencari dasar pembenar 
dari pemidanaan. 
Berkaitan dengan teori absolut (retribution), Cristiansen80 
memberikan karakteristik teori ini sebagai berikut:  
a. tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;  
b. pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak 
mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk 
kesejahteraan masyarakat;  
c. kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya 
pidana;  
d. pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;  
e. pidana melihat kebelakang; ia merupakan pencelaan yang 
murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki mendidik atau 
memasyarakatkan kembali si pelanggar. 
Ad. 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (utilitarian / doeltheorieen) 
Teori relatif berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu 
pidana, semata-mata pada suatu tujuan tertentu. Para penganjur teori 
relatif ini tidak melihat pidana itu sebagai pembalasan, dan karena itu tidak 
mengakui bahwa pemidanaan itu sendirilah yang menjadi tujuan 
pemidanaan, melainkan pemidanaan itu adalah suatu cara untuk 
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mencapai tujuan yang lain dari pada pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan 
dengan demikian mempunyai tujuan, oleh karena itu teori inipun sering 
juga disebut teori tujuan (utilitarian theory).  
Dasar pembenar adanya pidana menurut teori ini adalah terletak 
pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "quia peccatum est" (karena 
orang berbuat kejahatan) melainkan "ne peccetur" (supaya orang jangan 
melakukan kejahatan). Mengenai teori relatif ini Andenaes dapat disebut 
sebagai teori perlindungan masyarakat (the theory of social defence) 
karena salah satu tujuannya adalah melindungi kepentingan masyarakat.  
Ad. 3. Teori Gabungan (verenigingstheorieen) 
Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan 
seperti dikemukakan di atas, yakni teori absolut dan teori relatif, ada teori 
ketiga yang disebut teori gabungan (verenigingstheorieen). Pelopor teori 
ini adalah Rossi (1787 - 1884). Teori Rossi disebut teori gabungan karena 
sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan 
bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang 
adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh 
antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi 
general. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, 
yaitu sebagai berikut81: 
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1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang 
perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib 
masyarakat. 
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan taat tertib 
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak 
boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan 
terpidana. 
 
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut 
Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(selanjutnya disebut KUHAP), yang berbunyi bahwa peryataan hakim 
yang di ucapakan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa 
pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam 
hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini82. Dalam 
memutus suatu perkara, majelis hakim dalam hal ini memberikan 
pertimbangan, pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai berikut: 
1. Pertimbangan Yuridis 
a. Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperberatnya Pidana 
Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan 
pidana umum dan dasar-dasar pemberataan pidana khusus. Dasar 
pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan yang berlaku untuk 
segala macam tindak pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam 
KUHPidana maupun tindak pidana yang diatur diluar KUHPidana. Dasar 
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pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tingkat 
pidana tertentu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana yang lain. 
Dasar pemberatan pidana umum, yaitu: 
1. Dasar pemberatan karena jabatan 
Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHPidana. 
Dasar pemberatan pidana tersebut adalah terletak pada keadaan jabatan 
dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri sipil) mengenai 
empat hal, ialah dalam melakukan delik dengan (1) melanggar suatu 
kewajiban khusus dari jabatan; (2) memakai kekuasaan jabatan; (3) 
menggunakan kesempatan karena jabatan; (4) menggunakan sarana 
yang diberikan karena jabatan. 
2. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana 
bendera kebangsaan 
Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana 
bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHPidana yang 
berbunyi: “Bilamana pada suatu waktu melakukan kejahatan digunakan 
bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan 
tersebut dapat di tambah sepertiga”. Alasan pemberatan pidana ini 
terletak pada penggunaan bendera kebangsaaan, dari sudut objektif 
dapat mengelabui orang-orang, menimbulkan kesan seolah-olah apa 
yang dilakukan si pembuat itu adalah perbuatan resmi, sehingga oleh 
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karenanya dapat memperlancar atau mempermudah si pembuat dalam 
usahanya melakukan kejahatan. 
3. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (recidive) 
Pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar 
pemberatan pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya 
melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu 
yang ditetapkan undang-undang. Pemberatan pidana dengan dapat 
ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang 
dilakukan sebagaimana dalam Pasal-pasal 486, 487 dan 488 KUHPidana 
harus memenuhi 2 (dua) syarat esensial, yaitu: (1) orang itu harus telah 
menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim, 
atau ia dibebaskan dari menjalani pidana, atau ketika ia melakukan 
kejahatan kedua kaliya itu, hak negara untuk menjalankan pidananya 
belum kadaluarsa; (2) melakukan kejahatan pengulangannya adalah 
dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani 
sebagian atau seluruhnya pidana yang dijatuhkan. 
Untuk dasar pemberatan pidana khusus maksudnya ialah pada si 
pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum 
pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya 
dicamtumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak pidana tertentu 
tersebut. Disebut dasar pemberatan pidana khusus karena hanya berlaku 
pada tidak pidana tertentu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana lain. 
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Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat tersebut antara lain yang 
dimuat dalam Pasal 363, Pasal 365, Pasal 374, Pasal 375 dan lain 
sebagainya.  
b. Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperingannya Pidana 
Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si 
pembuat dalam undang-undang terbagi atas dua (2), yaitu dasar-dasar 
diperingannya pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana 
khusus. Dasar umum berlaku untuk tindak pidana umum, sedangkan 
dasar khusus berlaku hanya untuk tindak pidana khusus. Dasar 
diperingannya pidana umum yaitu: 
1. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 
Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, dasar peringanan 
pidana pidana umum adalah sebab pembuatnya anak (disebut anak 
nakal) yang umurnya telah 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 (delapan 
belas) tahun dan belum pernah kawin. 
2. Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan 
Percobaan dan pembantuan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan 
Pasal 57 ayat (1) KUHPidana. Pidana maksimum terhadap si 
pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada 
kejahatan yang bersangkutan. Untuk dasar peringanan pidana khusus, 
dasar peringanan ini tersebar dalam pasal-pasal KUHPidana. Contohnya 
tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHPidana. 
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2. Pertimbangan Sosiologis 
Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, 
kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHPidana 
(baru) hasil penyempurnaan tim intern Kementrian Kehakiman, dapat 
dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib 
dipertimbangkan hal-hal berikut: 
1. Kesalahan pembuat tindak pidana; 
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
3. Cara melakukan tindak pidana; 
4. Sikap batin si pembuat tindak pidana; 
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak 
pidana; 
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; 
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; 
8. Pendangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; 
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; 
dan; 
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana. 
 
 
 
 
65 
BAB III 
METODE DAN LOKASI PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penyusunan skrispsi ini didahului dengan suatu penelitian awal. 
Oleh karena itu, penulis mengadakan penelitian awal berupa 
pengumpulan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya 
dalam penulisan ini, penulis lebih mengfokuskan pada Pengadilan Negeri 
Makassar dengan alasan bahwa lokasi penelitian tersebut merupakan 
instansi yang paling berkompeten dan paling erat kaitannya dengan 
kasus perkara No. 256/ Pid.B/ 2013/ PN. MKS dalam hal memberikan 
data, informasi dan kelengkapan penelitian bagi penulis, serta 
dibeberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan 
permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi ke dalam dua jenis data, 
yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara 
langsung dengan pihak yang terkait, sehubungan dengan 
masalah yang akan dibahas. 
 
66 
2. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran 
buku-buku, internet, dan dokumen lain yang telah ada 
sebelumnya yang mempunyai hubungan erat dengan masalah 
yang dibahas dalam penulisan skripsi. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk menjaring data yang diperlukan sebagai bahan analisis, 
dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Teknik wawancara (interview) yaitu penulis melakukan 
wawancara atau tanya jawab dengan hakim dan pihak yang 
terkait dalam perkara percobaan pencurian dengan kekerasan 
ini guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan 
2. Studi dokumentasi (archivel methoda) yaitu penulis mengambil 
data-data dari dokumen-dokumen yang diberikan oleh pihak-
pihak yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, 
seperti surat dakwaan, putusan hakim dan dokumen-dokumen 
lain yang diperlukan. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dari penelitian setelah diolah, kemudian 
dianalisis secara kualitatif sehingga hasilnya akan disajikan secara 
deskriptif. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana terhadap Percobaan Tindak Pidana 
Pencurian dengan Kekerasan (studi kasus putusan No. 256/ Pid.B/ 
2013/ PN. Mks) 
Sebelum penulis menguraikan bagaimana penerapan hukum 
pidana dalam kasus putusan No. 256/ Pid. B/ 2013/ PN. Mks, menurut 
penulis perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana posisi kasus dan 
penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim, dengan melihat acara 
pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa 
dan mengadili perkara ini. 
1. Duduk Perkara 
Adapun duduk perkara dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar No. 256/ Pid. B/ 2013/ PN. Mks, sebagai berikut: 
Bahwa pada hari jum’at tanggal 07 Desember 2012 sekitar pukul 
10. 30 Wita bertempat di jalan Cendrawasih (depan stadion mattoangin) 
Makassar, terdakwa yang bernama Randi Dg. Nai Alias Randi bersama-
sama dengan rekannya Firman(DPO) mencoba mengambil sebuah tas 
berwarna hitam milik korban yang bernama Gut Jeng. Pada waktu dan 
tempat tersebut di atas, Gut Jeng sedang berjalan seorang diri sambil 
membawa sebuah tas berwarna hitam, dimana secara bersamaan datang 
Randi yang berboncengan sepeda motor dengan Firman. Firman yang 
membonceng terdakwa Randi kemudian melambatkan laju sepeda motor 
yang dikendarainya, lalu mengatakan kepada Randi agar menarik tas 
milik Gut Jeng yang saat itu berjalan seorang diri. Mendengar perkataan 
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Firman, Randi pun yang berada diboncengan saat itu langsung menarik 
tas milik Gut Jeng akan tetapi Gut Jeng mempertahankan tas miliknya 
sehinggga terjadi tarik menarik tas antara Randi dan Gut Jeng yang 
menyebabkan Gut Jeng terjatuh dan terseret di aspal begitupun Randi 
yang juga terjatuh dari sepeda motornya. Selanjutnya, perbuatan Randi 
akhirnya diketahui oleh masyarakat sekitar kejadian dan Randi pun 
langsung melarikan diri. Melihat massa yang mengejarnya dan karena 
ketakutan akan di massa maka selanjutnya randi mengeluarkan badikya 
dan mengatakan kepada massa agar tidak mendekat. Selanjutnya, 
setelah ada petugas polisi datang, Randi pun menyerahkan badiknya 
tersebut dan Randi dibawah ke kantor polisi. 
 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak 
pidana dengan dakwaan sebagai berikut : 
PERTAMA  
Primair:  
--------------- Bahwa terdakwa Randi Dg. Nai Alias Randi, bersama-sama 
dengan Sdr. Firman (DPO), pada hari jum’at tanggal 07 Desember 2012 
sekitarpukul 10.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam 
bulan Desember 2012, bertempat di jalan Cendrawasih (depan stadion 
mattoangin) Makassar, secara bersama-sama atau bersekutu antara satu 
dengan yang lainnya, dengan maksud untuk memiliki secara melwan 
hukum, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas, yang 
seluruh atau sebahagian milik orang lain yaitu milik korban Gut Jeng, 
yang  didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyiapkan atau 
mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk 
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk 
tetap mengusai barang yang dicuri. Perbuatan meraka terdakwa 
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 
- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi korban 
sedang berjalan seorang diri sambil membawa sebuah tas, dimana 
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secara bersamaan datang terdakwa yang berboncengan sepeda 
motor dengan Sdr. Firman (DPO) mengendarai sepeda motor 
dimana terdakwa berada diboncengan dan saat mendekati saksi 
korban langsung menarik tas saksi korban akan tetapi saksi 
korban mempertahankan tas miliknya sehingga terjadi tarik-
menarik yang menyebabkan saksi korban terjatuh dan terseret di 
asapal begitu pun terdakwa juga terjatuh dan langsung melarikan 
diri sambil membawa badik terhunus. 
- Bahwa saai itu terdakwa dikejar oleh massa akhirnya terdakwa 
diamankan oleh seorang polisi dan dibawa ke Polsek  Mariso 
untuk proses lebih lanjut.  
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) 
ke- 1 dan ke- 2 KUHPidana.------------------------------------------------------------ 
Subsidair: 
--------------- Bahwa terdakwa Randi Dg. Nai Alias Randi, bersama-sama 
dengan Sdr. Firman (DPO), pada hari jum’at tanggal 07 Desember 2012 
sekitarpukul 10.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam 
bulan Desember 2012, bertempat di jalan Cendrawasih (depan stadion 
mattoangin) Makassar, secara bersama-sama atau bersekutu antara satu 
dengan yang lainnya, dengan maksud untuk memiliki secara melwan 
hukum, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas, yang 
seluruh atau sebahagian milik orang lain yaitu milik korban Gut Jeng, 
yang  didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyiapkan atau 
mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk 
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk 
tetap mengusai barang yang dicuri, dimana perbuatan itu telah nyata dan 
tidak selesai bukan karena keinginan terdakwa melainkan karena 
diketahui oleh saksi korban. Perbuatan meraka terdakwa dilakukan 
dengan cara-cara sebagai berikut: 
- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi korban 
sedang berjalan seorang diri sambil membawa sebuah tas, dimana 
secara bersamaan datang terdakwa yang berboncengan sepeda 
motor dengan Sdr. Firman (DPO) mengendarai sepeda motor 
dimana terdakwa berada diboncengan dan saat mendekati saksi 
korban langsung menarik tas saksi korban akan tetapi saksi 
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korban mempertahankan tas miliknya sehingga terjadi tarik-
menarik yang menyebabkan saksi korban terjatuh dan terseret di 
aspal begitu pun terdakwa juga terjatuh dan langsung melarikan 
diri sambil membawa badik terhunus. 
- Bahwa saat itu terdakwa dikejar oleh massa akhirnya terdakwa 
diamankan oleh seorang polisi dan dibawa ke Polsek  Mariso 
untuk proses lebi lanjut.  
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) 
KUHP Jo Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke- 2 KUHPidana.---------------------- 
ATAU 
KEDUA 
--------------- Bahwa terdakwa Randi Dg. Nai Alias Randi, pada hari jum’at 
tanggal 07 Desember 2012 sekitarpukul 10.30 Wita atau setidak-tidaknya 
pada waktu lain dalam bulan Desember 2012, bertempat di jalan 
Cendrawasih (depan stadion mattoangin) Makassar, atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar, Membawa, memiliki atau mengusai dalam 
miliknya senjata tajam/ penikam/ penusuk berupa sebilah badik. 
Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 
- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa 
berusaha mengambil tas milik saksi korban, dimana saat itu 
terdakwa tidak berhasil mengambil tas milik saksi korban oleh 
karena saksi korban mempertahankan tas miliknya dan perbuatan 
terdakwa akhirnya diketahui oleh masyarakat sekitar dan terdakwa 
langsung melarikan diri sambil membawa sebuah badik terhunus. 
- Bahwa pengusaan terdakwa terhahap badik tersebut tidak memiliki 
surat ijin kepemilikan dari instansi yang berwenang. 
- Bahwa selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek untuk proses 
lebih lanjut. 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) 
UU Drt No. 12 Tahun 1951.----------------------------------------------------------- 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
71 
Penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Ketua Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili 
perkara ini memutuskan: 
1) Menyatakan  terdakwa RANDI Dg. NAI Alias RANDI, bersalah 
melakukan “Tindak pidana percobaan pencurian yang diikuti 
dengan kekerasan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) 
Jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam dakwaan 
subsidair. 
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANDI Dg. NAI Alias 
RANDI, dengan pidana penjara selam 7 (tujuh) Bulan, dikurangi 
selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah 
terdakwa tetap ditahan. 
3) Menyatakan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) buah tas warna hitam; dikembalikan kepada saksi 
korban 
- 1 (satu) buah pisau, dirampas untuk dimusnakan. 
4) Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah). 
 
4. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 256/ Pid. B. 
2013/ PN. Makassar 
Berbicara mengenai hukum pidana, tentu tidak akan lepas dari dua 
aspek pembagian dalam hukum pidana itu sendiri, yakni hukum pidana 
materil dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada 
persidangan hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 telah menjatuhkan 
putusan terhadap perkara a.n. RANDI Dg. NAI Alias RANDI oleh Bontor 
Aoean, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Aswijon, S.H., M.H., dan 
Jamuka Sitorus, S.H., M.H., sebagai hakim-hakim anggota, putusan 
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mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk 
umum oleh Mejelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh Saenal Arifin, 
S.H. panitera pengganti, dihadiri oleh Andi Armasari, S.H. penuntut 
umum dan terdakwa, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut: 
MENGADILI 
- Menyatakan terdakwa RANDI Dg. NAI Alias RANDI telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Percobaan pencurian yang diikuti dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan” ; 
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
salama 4 (empat) bulan; 
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan; 
- Menyatakan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) buah tas warna hitam, dikembalikan kepada saksi 
koban; 
- 1 satu) buah pisau, dirampas untuk dimusnakan; 
- Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 
2.000,-- (dua ribu rupiah) 
 
5. Analisis Hukum 
Hukum pidana formil. Hukum pidana materil merupakan isi atau 
subtansi dari hukum pidana itu sendiri, disini hukum pidana bermakna 
abstak atau dalam keadaan diam. Sedangkan hukum pidana formil 
bersifat nyata atau konkret, disini hukum pidana dalam keadaan bergerak 
atau dijalankan atau berada dalam suatu proses. 
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Sebelum membahas bagaimana penerapan hukum pidana dalam  
kasus yang penulis telili, maka terlebih dahulu diuraikan apa sebenarnya 
yang dimaksud dengan hukum pidana materil. Terkait dengan hal itu, 
Simons83 menyatakan bahwa:  
“Hukum pidana materil mengadung petunjuk-petunjuk dan uraian-
urian delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat 
dipidananya seseorang (strafbaarfeit), penunjukan orang yang 
dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan 
siapa dan bagaiamana orang itu dapat dipidana”. 
Selain itu, penjelasan mengenai hukum pidana materil juga dapat 
dijumpai dalam definisi hukum pidana yang dikemukakan oleh 
Moeljatno84, yang menyatakan bahwa :  
“Hukum pidana adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang 
berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan 
aturan-aturan untuk (1) menentukan perbuatan-perbuatan mana 
yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai 
ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang 
siapa yang melanggar larangan tersebut. (2) menentukan kapan 
dana dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar 
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 
sebagiamana yang diancamkan”. 
Dari dua pendapat ahli di atas, baik simons maupan moeljatno 
berpandangan bahwa orang yang dapat dipidana adalah orang yang 
dalam keadaan tertentu telah melakukan suatu perbuatan, yang mana 
perbuatan tersebut telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.  
                                                             
83 Andi Hamzah, 2008, Op.Cit., hlm.3. 
84 Ibid, hlm. 4-5.  
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Berhubungan dengan itu, untuk mencapai kebenaran materiil yaitu 
kebenaran yang selengkap-lengkapnya pada Putusan Perkara No. 
256/Pid.B/2013/PN.Mks, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, 
telah meneliti secara cermat dan seksama semua perbuatan, kejadian 
atau keadaan-keadaan yang berlangsung selama persidangan dimana 
fakta-fakta yang digali dari alat-alat bukti yang berupa saksi-saksi, 
keterangan terdakwa dan barang bukti, ternyata bersesuaian satu sama 
lainnya sehingga memperoleh keyakinan bahwa benar perbuatanya 
merupakan percobaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 
diatur dalam  Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 365 ayat (2) ke1 dan 
ke-2 KUHPidana. 
Sebelum menguraikan setiap unsur dari Pasal  Pasal 53 ayat (1) 
KUHPidana Jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana. Terlebih 
dahulu penulis ingin mengomentari bagaimana hubungan dakwaan, 
tuntutan,dan putusan pengadilan dalam perkara ini secara garis besar. 
Dalam kasus ini penuntut umum menggunakan dakwaan Kombinasi 
Subsidairitas dan Alternatif. Dakwaan pertama primair didakwa dengan 
Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, subsidair didakwa dengan 
Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 
KUHPidana, kemudian dialternatifkan dengan dakwaan kedua didakwa 
dengan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Daruratt No. 12 Tahun 1951. 
Dari dakwaan yang disusun, dapat dilihat adanya keragu-raguan dari 
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penuntut umum mengenai apakah benar terdakwa melakukan pencurian 
dengan kekerasan atau kah percobaan pencurian dengan kekerasan. 
Selain itu, keragu-raguan penuntut umum juga terlihat dengan 
dipasangnya pasal alternatif tentang kepemilikan senjata tajam untuk 
mengamankan dakwaannya dan tentu saja agar supaya terdakwa tidak 
divonis bebas. 
Berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum, 
setelah dilakukannya proses pemeriksaan berdasarkan keterangan saksi, 
terdakwa dan barang bukti yang diperoleh dimuka peradilan. Kemudian 
penuntut umum menuntut terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan 
sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan pertama subsidair yaitu 
Percobaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 
dan ke-2 KUHPidana. 
Terhadap dakwaan dari penuntut umum yang berbentuk 
Kombinasi Subsidairitas dan Alternatif, tentu saja Majelis Hakim akan 
memilih dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua dalam memutus perkara 
ini. Berkaitan dengan itu, pada waktu penulis melakukan penelitian di 
Pengadilan Negeri Makassar, penulis tidak dapat melakukan wawancara 
langsung dengan hakim yang memutus perkara ini, karena mejelis hakim 
yang bersangkutan tidak bertugas lagi di Pengadilan Negeri Makassar. 
Namun, penulis sempat mewawancarai hakim yang ditunjuk sebagai 
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hakim pengganti yaitu Bapak Muhammad Damis, S.H., M.H., untuk 
memberikan pendapatnya tentang kasus yang penulis bahas. 
Adapun pendapat hakim Muhammad Damis, S.H., M.H., tentang 
bagaimana hakim memutuskan pasal mana yang dilanggar dalam 
dakwaan Kombinasi Subsidairitas dan Alternatif, yaitu: 
“Dalam dakwaan Kombinasi Subsidairitas dan Alternatif, (1) 
pertama, hakim dalam memutuskankan dakwaan Subsidaritas 
terlebih dahulu mempetimbangkan dakwaan primairnya, jika tidak 
terbukti baru lah hakim mempertimbangakan dakwaan 
Subsidairnya, hal ini semata-mata karena sifat dari subsidair 
adalah sebagai dakwaan pengganti. Oleh karena itu, dakwaan 
subsidair baru akan dipertimbangakan jika dakwaan primair tidak 
terbukti. (2) kedua, dalam memutus dakwaan alternative, hakim 
dalam memilih dakwaan mana yang cocok berdasarkan pada 
fakta-fakta yang relevan dari salah satu dakwaan alternative 
tersebut”. 
Berdasarkan keterangan di atas, jika dikaitkan dengan kasus yang 
penulis bahas, maka putusan Majelis Hakim dalam perkara No.256/Pid.B/ 
2013/PN.Mks., yang memilih dakwaan pertama subsidair Pasal 53 ayat 
(1) KUHPidana Jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, itu 
karena hakim memandang bahwa dakwaan pertamalah yang paling 
relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. 
Apabila dikaitkan dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara 
No.256/Pid.B/ 2013/PN.Mks., yang memilih dakwaan pertama subsidair 
Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 
KUHPidana yang telah dibahas di atas maka unsur-unsur tindak pidana 
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yang harus terpenuhi agar perbuatan itu dapat dihukum adalah sebagai 
berikut.  
1. Unsur barang siapa; 
Unsur barang siapa yang dimaksudkan adalah setiap orang atau 
siapa saja yang merupakan subjek hukum suatu tindak pidana yang 
dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya 
secara hukum. 
Dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana 
yaitu terdakwa Randi Dg. Nai Alias Randi dengan identitas selengkapnya 
tercantum dalam suarat dakwaan yang diakui sebagai jati dirinya oleh 
terdakwa dan dibenarkan oleh saksi dalam proses pemeriksaan di 
peradilan sehingga tidak ada kekeliruan (error in persona) terhadap orang 
yang diajukan ke persidangan. Terdakwa juga menyatakan dirinya 
berada dalam keadaan sehat jamsani dan rohani sehinggga setiap 
perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Maka, dengan demikian 
unsur barang siapa telah terpenuhi. 
2. Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu 
telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak 
selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena 
kehendaknya sendiri. 
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Dalam suatu percobaan tindak pidana berdasarkan Pasal 53 ayat 
(1) KUHPidana, untuk dapat dikatakan suatu perbuatan tergolong 
sebagai percobaan tindak pidana maka harus memenuhi beberapa 
unsur. Adapun unsur-unsur percobaan yang dimuat dalam pasal 53 
KUHPidana yakni (1) adanya niat (voornemen); (2) adanya permulaan 
pelaksanaan (begin van uitvoering); (3) pelaksanaan tidak selesai 
semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku. Pelaksanaan untuk 
melakukan suatu tindak pidana telah dimulai akan tetapi ternyata tidak 
selesai, artinya bahwa niat dari pelaku telah terwujud dalam bentuk 
perbuatan permulaan pelaksanaan yang menghasilkan sesuatu yang 
tidak sesuai dengan kehendak batin (niat ) awal dari pelaku. Ada suatu 
keadaan dimana kehendak batin (niat) pelaku tidak tercapai atau tidak 
terwujud. Selain itu, tidak selasainya atau tidak tercapainya kehendak 
batin (niat) pelaku tersebut itu dikarenakan bukan dari kehendak pelaku 
melainkan karena hal-hal di luar kehendak pelaku. 
Jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di 
persidangan dalam kasus yang penulis bahas, maka unsur ini dapat 
dilihat dari adannya perbuatan pelaksaaan terdakwa Randi Dg. Nai Alias 
Randi. Dimana berdasarkan keterangan saksi maupun terdakwa serta 
barang bukti menunjukkan bahwa terdakwa pada saat itu berboncengan 
sepeda motor dengan Sdr. Firman (DPO), terdakwa yang berada 
diboncengan langsung menarik tas milik korban Gut Jeng yang sedang 
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berjalan seorang diri sambil membawa sebuah tas, akan tetapi korban 
mempertahankan tas miliknya sehinggga terjadi tarik menarik tas antara 
terdakwa dan korban yang menyebabkan korban terjatuh dan terseret di 
aspal begitupun Randi yang juga terjatuh dari sepeda motornya. Adanya 
perlawanan dari korban tersebut menyebabkan pelaksanaan pencurian 
(merampas tas milik korban) yang dikehendaki oleh pelaku tidak selasai. 
Melihat fakta hukum yang diperoleh terkait dengan percobaan, jika 
dikaitkan dengan bentuk-bentuk percobaan. Maka, penulis mengambil 
kesimpulan bahwa bentuk percobaan yang terjadi dalam kasus ini 
termasuk dalam “Percobaan tertunda atau percobaan terhenti atau 
percobaan tidak lengkap (tentative poging)”. Dimana pada kasus ini 
benar-benar percobaan kejahatannya dapat dipidana, karena seluruh 
syarat atau unsur dari Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi85. 
3. Unsur pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud 
akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap 
tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau 
bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri 
atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya. 
Unsur ketiga yang harus terpenuhi adalah unsur yang berkaitan 
dengan tindak pidana yang dimaksudkan pelaku untuk dilakukan. Unsur 
                                                             
85 Adami Chazawi, 2002, Op.Cit., hlm. 61. 
80 
ini terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke -2. Pasal ini merupakan 
pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan. 
Dimana pasal ini merupakan pemberatan dari tindak pidana pencurian 
dalam bentuk pokok/biasa. Pemberatan ini dapat dilihat dari 
perbandingan ancaman pidana maksimumnya. Pencurian biasa atau 
pencurian dalam bentuk pokok hanya diancam dengan pidana penjara 
maksimum lima tahun sedangkan pencurian dengan kekerasan dalam 
keadaan memberatkan diancam dengan pidana penjara maksimum dua 
belas tahun.  
Untuk dapat dituntut dengan pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2, 
pembuktian bukan hanya tertuju pada unsur-unsur perbuatan pencurian 
dalam bentuk pokok (unsur perbuatan mengambil (wegnemen); unsur 
benda; unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; unsur 
maksud memiliki dengan cara melawan hukum), akan tetapi juga harus 
ada pembuktian terjadinya kekerasan atau ancaman kekerasan. Dimana 
kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang, dan dapat dilakukan 
sebelum, bersamaan, atau setelah pencurian itu dilakukan, asal 
kekerasan tersebut dilakukan dengan maksud akan menyiapkan atau 
memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) 
supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang 
turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang 
yang dicuri itu tetap, ada ditangannya. 
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Memahami penjelasan di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta 
hukum yang telah ada, penulis berpadangan bahwa unsur-unsur dalam 
tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam kasus ini telah 
terpenuhi sesuai dengan dakwaan dan tuntutan penuntut umum serta 
putusan majelis hakim, namun ada sedikit pandangan penulis yang 
berbeda terkait dengan pembuktian terjadinya kekerasan atau ancaman 
kekerasan dalam kasus ini. 
(1) Unsur perbuatan mengambil (wegnemen), unsur ini dibuktikan 
berdasarkan keterangan saksi, korban dan barang bukti yakni adanya 
tindakan dari terdakwa Randi Dg. Nai Alias Randi yang pada saat itu 
berada diboncengan sepeda motor merampas/menarik tas korban Gut 
Jeng yang sedang berjalan kaki. (2) unsur benda, unsur ini dibuktikan 
dengan diperolehnya fakta bahwa terdakwa Randi Dg. Nai Alias Randi 
telah mengambil sebuah tas berwarna hitam (batang bukti). (3) unsur 
sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, unsur ini dibuktikan 
dalam pemeriksaan dimuka persidangan, dimana barang yang diambil 
oleh terdakwa Randi Dg. Nai Alias Randi adalah milik saksi korban Gut 
Jeng. (4) unsur maksud memiliki dengan cara melawan hukum, unsur ini 
dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang 
bukti dimuka persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa terdakwa telah 
mengambil barang milik saksi korban untuk dimiliki tanpa seizing ataupun 
sepengetahuan dari saksi korban. Terdakwa dalam hal ini telah 
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mengetahui bahwa perbuatan dengan cara demikian (merampas) itu 
bertentangan dengan hukum. 
(5) Adapun pandangan berbeda penulis khusus mengenai 
pembuktian unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan 
atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) 
supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang 
turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang 
yang dicuri itu tetap, ada ditangannya. Dalam perkara yang penulis 
bahas, khusus mengenai pembuktian unsur di atas, pembuktiannya lebih 
terpaku pada peristiwa tarik-menarik antara terdakwa Randi Dg. Nai Alias 
Randi dan Korban Gut Jeng yang mengakibatkan korban dan terdakwa 
terjatuh ke aspal.  
Berkaitan dengan kekerasan, adapun pendapat hakim Muhammad 
Damis, S.H., M.H tentang bagaimana  pembuktian adanya kekerasan, 
yaitu: 
“Pembuktian mengenai terjadinya “kekerasan atau ancaman 
kekerasan” tidak harus dengan adanya Visum et Repetum 
terjadinya. Mengenai apa itu “kekerasan” tetap harus merujuk 
pada pasal 89 KUHPidana, dimana kekerasan yang dimaksud itu 
adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Kembali lagi 
untuk mengkategorkan itu sebagai kekerasan atau bukan 
tergantung subjektitas hakim dalam menilai apa yang dimaksud 
dengan “pingsan” atau “tidak berdaya”.  
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Berdasarkan keterangan di atas, tampak jelas bahwa suatu 
pembuktian unsur-unsur tindak pidana itu tidak terlepas dari subjektifitas 
hakim dalam melihat dan menilai peristiwa tersebut. Tanpa mengurai 
asas “Ius Curia Novit (hakim dianggap tahu segalanya tentang hukum)”. 
Menurut penulis, pembuktian terjadinya kekerasan atau ancaman 
kekerasan pada kasus yang penulis bahas, itu lebih jelas terlihat pada 
waktu terdakwa Randi Dg. Nai Alias Randi gagal merampas tas korban 
Gut Jeng, kemudian terdakwa lari dengan mengeluarkan pisau/badik dan 
melakukan pengancaman kepada massa yang mengejarnya. Dalam hal 
ini telah terjadi “ancaman kekerasan” yang ditujukan kepada 
massa(orang) dengan maksud agar terdakwa bisa melarikan diri. 
Berdasarkan uraian di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi. 
4. Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam 
sebuah rumah atau pekerangan yamg tertutup, yang ada rumahnya 
atau di jalan umum atau di dalam keteta api atau trem yang sedang 
berjalan 
Unsur ini merupakan salah satu alasan pemberatan, apabila 
pencurian dengan kekerasan disertai dengan salah satu dari syarat-
syarat yang disebutkan dalam Pasal 365 ayat (2) KUHPidana.  
Terkait dengan kasus yang penulis bahas, ditemukan fakta bahwa 
pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan di jalan umum (semua 
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jalan, baik milik pemerintah, maupun milik partikulir, asal dipergunakan 
untuk umum, artinya siapa saja boleh berjalan disitu.
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 Dimana pencurian 
dengan kekerasan tersebut dilakukan di jalan Cendrawasih (depan 
stadion mattoangin) Makassar, yang termasuk dalam kategori jalan 
umum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. 
5. Unsur perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau 
lebih 
Sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam proses 
persidangan, penjambretan dalam kasus ini dilakukan oleh dua orang 
yaitu terdakwa Randi Dg. Nai Alias Randi dan rekannya Firman (DPO). 
Berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa benar pada waktu 
terdakwa melakukan kejatahatan terdakwa melakukannya secara 
bersama-sama dengan rekannya Firman. Dengan demikian unsur ini 
terpenuhi. 
Berdasarkan uraian setiap unsur-unsur tindak pidana di atas, 
maka penulis berpendapat bahwa penerapan ketentuan pidana dalam 
perkara ini yakni Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 
dan ke-2 KUHPidana adalah Tepat. 
Selanjutnya, untuk menjatuhkan pemidanaan terhadap seseorang 
tidaklah cukup hanya dengan terpenuhinya setiap unsur dalam tindak 
pidana yang di dakwakan kepadanya. Melainkan ada hal-hal lain yang 
                                                             
86 R. Soesilo, 1994, Op.Cit, hlm. 254. 
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harus terpenuhi, yakni unsur pertanggungjawaban pidana terkait dengan 
cakap(mampu) tidaknya terdakwa untuk mempertanggungjawabkan 
perbuatannya, tidak ada alasan pemaaf yang menghapus 
pertanggungjawaban pidana si pembuat sekaligus tidak adanya alasan 
pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan si 
pembuat. 
Terdakwa Randi Dg. Nai Alias Randi di dalam proses persidangan 
tidak menunjukkan adanya tanda-tanda keadaan dan kemampuan jiwa 
yang abnormal. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga 
meninjau apakah perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan 
kepadanya, berkaitan dengan ada tidaknya alasan pengahapusan 
pidana, dimana dalam kasus ini Majelis Hakim tidak melihat adanya 
alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf 
dalam perbuatan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya. 
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Percobaan 
Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (studi kasus putusan 
No. 256/ Pid. B/ 2013/ PN. Mks)  
1. Pertimbangan Hakim 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada perkara 
percobaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan 
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No. 256/Pid. B/ 2013/ PN. Mks., didasarkan atas beberapa pertimbangan. 
Hakim dalam hal memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman 
pada surat dakwaan. Setelah hakim membaca isi surat dakwaan 
tersebut, hakim belum bisa memastikan terbukti tidaknya terdakwa 
melakukan tindak pidana sehingga majelis hakim belum bisa 
menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keyakinan 
sekaligus memutus perkara ini, majelis hakim memperhatikan alat bukti 
dan pertimbangan yuridis dalam perkara ini. Adapun alat bukti yang 
didapatkan dalam perkara ini, yaitu: 
a. Keterangan Saksi 
1. Saksi Asri 
 Bahwa benar pada hari jum’at tanggal 07 Desember 2012 sekitar 
pukul 10.30 Wita. Bertempat di jalan cendrawasih Makassar 
(depan stadion mattoangin) telah terjadi percobaan pencurian 
terhadap saksi korban Gut Jeng. 
 Bahwa benar saat itu saksi melihat terdakwa saat melarikan diri 
dan dikejar oleh massa. 
 Bahwa benar saat itu terdakwa mengeluarkan pisaunya dan 
selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek 
Mariso. 
 Bahwa benar saat itu terdakwa sesaat setelah mencoba untuk 
mengabil tas milik saksi korban Gut Jeng yang saat itu sedang 
berjalan kaki. 
 Bahwa benar saat itu saksi korban mempertahankan tas miliknya 
sehingga terdakwa terjatuh dari boncengan rekannya yaitu 
Firman (DPO) dan rekannya tersebut melarikan diri. 
 Bahwa benar atas perbuatan terdakwa, saksi korban tidak 
mengalami kerugian, dimana saksi korban hanya syok saja oleh 
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karena tiba-tiba terdakwa manarik tas saksi korban hingga saksi 
korban terjatuh. 
 Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP dan 
membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka 
persidangan. 
 Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dari saksi 
 
2. Saksi Gut Jeng (saksi korban) 
 Dimuka persidangan telah dibacakan keterangan saksi Gut Jeng 
yang juga adalah saksi korban sesuai dengan BAP yang dibuat 
oleh penyidik dan dibenarkan oleh terdakwa dimana saksi korban 
dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat menghadiri 
persidangan. 
  
b. Keterangan Terdakwa 
Adapun keterangan terdakwa RANDI Dg. NAI Alias RANDI 
yang pada pokonya sebagai berikut: 
 Bahwa benar pada hari jum’at tanggal 07 Desember 2012 sekitar 
pukul 10.30 Wita. Bertempat di jalan cendrawasih Makassar 
(depan stadion mattoangin) terdakwa bersama-sama dengan 
Sdr. Firman telah mencoba untuk mengambil tas milik saksi 
korban. 
 Bahwa benar saat itu terdakwa berada di rumahnya dan datang 
Sdr. Firman menjemput terdakwa, dan saat di perjalanan, Sdr. 
Firman melihat saksi korban berjalan seorang diri sambil 
membawa sebuah tas. 
 Bahwa benar selanjutnya Sdr. Firman melambatkan laju sepeda 
motornya lalu mengtakan kepada terdakwa agar menarik tas milik 
saksi korban. 
 Bahwa benar saat itu terdakwa langsung menarik tas saksi 
korban akan tetapi saksi korban mempertahankan tas miliknya 
sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan langsung 
dikejar oleh masyarakat. 
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 Bahwa benar oleh karena terdakwa melihat massa yang 
mengejar terdakwa dan terdakwa takut dimassa maka 
selanjutnya terdakwa mengeluarkan pisaunya dan mengatakan 
kepada massa agar jangan mendekat dan nanti setelah ada 
petugas polisi datang terdakwa menyerahkan pisau tersebut dan 
terdakwa dibawah ke kantor polisi. 
 Bahwa benar saat itu rekan terdakwa yaitu Sdr. Firman melarikan 
diri. 
 Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP dan 
membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka 
persidangan 
 
c. Barang bukti 
Adapun barang bukti yang didapatkan dalam perkara ini, 
sebagai berikut: 
 1 (satu) buah tas warna hitam 
 1 (buah) badik/pisau. 
 
Mejelis hakim telah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang 
disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan 
hukuman atau dihukum seringan-ringannya. 
Menimbang bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan telah 
didakwa oleh penuntut umum melakukan kejahatan sebagaimana diatur 
dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 365 ayat (2)  ke-
1 dan ke-2 KUHPidana. 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan 
terdakwa, dan barang bukti maka didapatlah fakta-fakta hukum 
dipersidangan. Dimana keterangan saksi yang didengar dibawah sumpah 
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antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan 
dengan keterangan terdakwa serta dengan diajukannya barang bukti 
dipersidangan. Fakta-fakta hukum tersebut sebagai berikut: 
 Bahwa benar pada hari jum’at tanggal 07 Desember 2012 sekitar 
pukul 10.30 Wita. Bertempat di jalan cendrawasih Makassar 
(depan stadion mattoangin) terdakwa bersama-sama dengan 
Sdr. Firman menggunakan sepeda motor telah melakukan 
penjambretan dengan cara menarik tas saksi korban yakni Gut 
Jeng yang saat itu sedang berjalan kaki; 
 Bahwa benar saat itu terdakwa yang berada diboncengan sepeda 
motor langsung menarik tas saksi korban akan tetapi saksi 
korban mempertahankan tas miliknya sehingga terjadi tarik 
menarik yang menyebabkan saksi korban terjatuh dan terseret di 
aspal begitu pun terdakwa juga terjatuh dari sepeda motornya 
dan langsung dikejar oleh masyarakat; 
 Bahwa benar terdakwa tidak berhasil merampas tas saksi 
korban; 
 Bahwa benar saat itu rekan terdakwa yaitu Sdr. Firman melarikan 
diri; 
 Bahwa benar oleh karena terdakwa melihat massa yang 
mengejar terdakwa dan terdakwa takut dimassa maka 
selanjutnya terdakwa mengeluarkan pisaunya dan melakukan 
pengancaman dengan mengatakan kepada massa agar jangan 
mendekat. 
 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh 
dipersidangan maka semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 
dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. 
Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam 
rumusan tindak pidana telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka 
terdakwa dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan majelis 
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yakin akan kesalahan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana 
dalam dakwaan penuntut umum. 
Sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim 
meninjau apakah perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan 
kepadanya, berkaitan dengan ada tidaknya alasan pengahapusan 
pidana, dimana dalam kasus ini Majelis Hakim tidak melihat adanya 
alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf 
dalam perbuatan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya. 
Menimbang, bahwa majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti 
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya karena dan harus 
dihukum pula membayar ongkos perkara. 
Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan, penahanan 
terdakwa harus tetap dilanjutkan agar terdakwa tidak menghindarkan diri 
dari pelaksanaan hukuman yang akan dijatuhkan, serta lamanya 
terdakwa berada dalam tahanan seluruhnya haruslah dikurangkan dari 
hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. 
Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan 
dirampas untuk dimusnakan. 
Sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu 
Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa 
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sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan, 
yang pada pokoknya sebagai berikut: 
1. Hal-hal yang memberatkan 
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat 
2. Hal-hal yang meringankan 
- Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan 
Adapun isi amar putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 256/ 
Pid. B/ 2013/ PN. Mks., yaitu: 
MENGADILI 
- Menyatakan terdakwa RANDI Dg. NAI Alias RANDI telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Percobaan pencurian yang diikuti dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan” ; 
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
salama 4 (empat) bulan; 
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan; 
- Menyatakan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) buah tas warna hitam, dikembalikan kepada saksi 
koban; 
- 1 satu) buah pisau, dirampas untuk dimusnakan; 
- Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 
2.000,-- (dua ribu rupiah) 
 
2. Analisis Hukum 
Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum yang 
memegang peranan penting dalam penegakan hukum yang adil dan 
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bertanggungjawab, karena ditangan hakim lah suatu perkara itu diputus. 
Untuk dapat menerapkan hukum  yang adil tentu saja dibutuhkan kejelian 
hakim dalam menggali kejadian yang sebenarnya sehingga dapat 
diperoleh suatu keputusan yang dianggap adil dan obyektif serta didasari 
oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme. 
Oleh karena itu, dalam memutus suatu perkara hakim harus memperoleh 
keyakinan seutuhnya mengenai keputusan yang akan diambilnya. 
Sehubungan dengan itu, hakim dalam menjatuhkan pidana itu 
sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah ditambah dengan 
keyakinan hakim. dengan demikian antara alat bukti dan keyakinan hakim 
diharuskan adanya hubungan kausa (sebab-akibat). Hal ini dipertegas 
dalam Pasal 183 KUHAP87 yang berbunyi: 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 
Berdasarkan keterangan di atas jelas bahwa untuk menjatuhkan 
hukuman kepada seseorang setidaknya ada dua hal yang harus 
terpenuhi, yaitu (1) sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan 
(2) keyakinan hakim akan bersalahnya seseorang tersebut.  
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 KUHAP, Pustaka Yustisia: Yogyakarta, hlm.,78. 
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Berbicara mengenai alat bukti tentu saja tidak akan terlepas dari 
penjelasan yang diberikan oleh KUHAP. Dimana, menurut Pasal 184 ayat 
(1) KUHAP88 alat bukti yang diakui adalah: 
a. Keterangan saksi;  
b. Keterangan ahli;  
c. Surat;  
d. Petunjuk;  
e. Keterangan terdakwa.  
 
Rumusan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan putusan 
Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 256/Pid.B/2013/PN.Mks., yang 
dijadikan pertimbangan yuridis oleh hakim adalah semua fakta yang 
terungkap dipersidangan. Fakta yang dimaksud adalah dalam bentuk 
alat-alat bukti seperti yang dikehendaki secara limitatif oleh Pasal 184 
KUHAP. Dalam persidangan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa 
Penuntut Umum adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta 
barang bukti. 
a. Keterangan saksi 
Kesaksian adalah suatu keterangan dengan lisan di muka hakim 
dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia 
dengar, lihat dan alami dan ia rasakan, ketahui dan dinyatakan di muka 
persidangan. Penjelasan ini terdapat dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP89, 
yang berbunyi: 
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 Ibit., hlm., 79. 
89 Ibit., hlm., 8. 
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“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara 
pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu 
peristiwa pidana yang ia dengan dan ia alami sendiri dengan 
menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”. 
Untuk sahnya keterangan saksi menurut KUHAP adalah sebagai 
berikut, Pasal 160 ayat (3) KUHAP90:  
“Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan 
sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa 
ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain 
daripada yang sebenarnya”.  
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 
256/Pid.B/2013/PN.Mks., bahwa untuk membuktikan kesalahan 
terdakwa hakim memeriksa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi (1) Asri dan 
saksi (2) Gut Jeng (saksi korban) dengan disumpah sesuai dengan 
agama dan kepercayaannya masing-masing.  
Pada proses pemeriksaan di persidangan saksi (2) yaitu Gut Jeng 
(selaku saksi korban) berhalangan hadir karena saksi korban dalam 
keadaan sakit sehingga tidak dapat menghadiri persidangan. Namun 
keterangan dari saksi Gut Jeng tetap dibacakan sesuai dengan BAP 
yang dibuat oleh penyidik dan dibenarkan oleh terdakwa. Kemudian 
menjadi pertanyaan bagaimana kedudukan hukum keterangan saksi 
Gut Jeng yang tidak secara langsung diucapkan di persidangan namun 
hanya dibacakan oleh penuntut umum di muka persidangan, apakah 
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mempengaruhi kuantitas alat bukti yang diperlukan, mengingat untuk 
menjatuhkan hukuman diperlukan dua alat bukti yang sah. 
Merujuk pada penjelasan yang diberikan oleh KUHAP yang 
mengatur khusus mengenai keterangan saksi, sebagai berikut. 
Pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP91, disebutkan bahwa: 
“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi 
nyatakan di sidang pengadilan”. 
Selain itu, dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP92: 
“ (1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan 
meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir 
di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau 
tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan 
dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah 
diberikan itu dibacakan. 
(2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah 
sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan 
keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang”.  
Melihat penjelasan 2 (dua) pasal di atas, bahwa memang 
keterangan dari saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan. Namun, 
dalam keadaan tertentu keterangan saksi dapat dibacakan di sidang 
pengadilan. Dimana, keterangan saksi yang dibacakan tersebut 
disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang 
diucapkan di sidang apabila keterangan itu sebelumnya telah diberikan 
di bawah sumpah. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa keterangan Saksi (2) Gut Jeng yang dibacakan oleh 
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penuntut umum di sidang pengadilan, yang berhalangan hadir karena 
kondisi kesehatan terganggu dan telah di sumpah oleh penyidik 
sewaktu memberikan keterangan pada tahap penyidikan adalah sah 
menurut hukum dan terhitung sebagai satu keterangan saksi. Dengan 
demikian, alat bukti keterangan saksi dalam perkara ini telah sesuai 
dengan ketentuan KUHAP. 
b. Keterangan terdakwa 
Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan keterangan 
terdakwa itu dapat dilihat dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP93 yaitu 
sebagai berikut :  
“keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang 
pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia 
ketahui sendiri atau ia alami sendiri.” 
Lanjut dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP94, yang berbunyi : 
“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa 
ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, 
melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”. 
Memahami Pasal 189 KUHAP di atas, diketahui bahwa keterangan 
terdakwa itu adalah sama dengan artinya pengakuan dari terdakwa. 
Pengakuan yang dimaksud di sini adalah ucapan dan perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa, dengan suatu tuduhan atas dirinya mengenai 
perbuatan dan kesalahan yang diucapkan di dalam maupun di luar 
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sidang pengadilan. Oleh karena itu, guna menentukan kesalahan 
terdakwa tidaklah cukup hanya dari pengakuan terdakwa melainkan 
harus disertai dengan alat bukti yang lain. Dengan demikian keterangan 
terdakwa baru dapat menjadi alat bukti apabila keterangan terdakwa itu 
dibarengi dengan alat-alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, 
disamping itu juga ada keterangan-keterangan dari pihak si korban 
yang membenarkan tentang pengakuan dari terdakwa.  
Menurut penulis, proses peradilan dalam putusan Pengadilan 
Negeri Makassar Nomor : 256/Pid.B/2013/PN.Mks., apabila dikaitkan 
dengan rumusan penjelasan di atas telah sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dimana, selain adanya 
alat bukti keterangan terdakwa, juga ada keterangan saksi dalam 
proses sidang di pengadilan sehingga telah terungkap fakta-fakta 
hukum yang membuktikan bahwa benar telah terjadi percobaan tindak 
pidana pencucian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 
53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 
KUHPidana. 
c. Barang bukti 
Mengenai apa yang dimaksud dengan barang bukti, KUHAP tidak 
menyebutkannya secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan 
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barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP95 disebutkan 
mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu: 
a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau 
sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai 
hasil dari tindak pidana; 
b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk 
melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; 
c.  benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan 
tindak pidana; 
d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan 
tindak pidana; 
e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak 
pidana yang dilakukan. 
Selain ketentuan KUHAP di atas, penjelasan mengenai barang 
barang bukti juga dikemukakan oleh Prof. Andi Hamzah96 yang 
mengatakan bahwa:  
“barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai 
mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan 
mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), 
termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.” 
Melihat pasal 39 ayat (1) KUHAP dan pendapat Prof. Andi 
Hamzah mengenai barang bukti, jika dikaitkan dengan perkara Nomor: 
256/Pid.B/2013/PN.Mks., maka penulis berkesimpulan bahwa barang 
bukti yang diadakan dipersidangan telah sesuai. Dimana terdapat 2 
(dua) barang bukti dalam perkara ini. Masing-masing barang bukti 
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 Hukum Online, 2011, Apa Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti?, diakses dari 
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-
dengan-barang-bukti, [24 Desember 2013]. 
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tersebut adalah 1 (satu) buah tas warna hitam milik korban yang 
menjadi objek tindak pidana dan 1 (buah) badik/pisau yang 
dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut. 
Proses peradilan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar 
Nomor : 256/Pid.B/2013/PN.Mks., apabila dikaitkan penjelasan di atas 
menutut penulis telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang diuraikan sebelumnya, sehingga 
terungkap fakta-fakta hukum yang terbukti benarnya bahwa telah terjadi 
percobaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 
dan ke-2 KUHPidana, sehingga terdakwa RANDI Dg. NAI Alias RANDI 
dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan percobaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. 
Majelis hakim dalam proses pemeriksaan di pengadilan juga tidak 
menemukan adanya alasan penghapus pidana baik itu alasan pembenar 
maupun alasan pemaaf, sehingga menurut penulis sudah sepantasnya 
majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. 
Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara 
Nomor : 256/Pid.B/2013/PN.Mks., juga telah mempertimbangkan 
terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa 
sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.  
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Berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang telah diajukan dalam 
perkara tersebut di atas dan ditinjau dari persesuaian antara alat bukti 
yang satu dengan alat bukti yang lain, dengan mempertimbangkan nilai 
pembuktian masing-masing alat bukti, di samping itu juga telah 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta 
mendasarkan pada fakta di persidangan bahwa perbuatan terdakwa telah 
memenuhi rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 365 ayat (2) 
ke-1 dan ke-2 KUHPidana sehingga majelis hakim dalam perkara ini 
menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa 
tahanan yang telah dijalani untuk seluruhnya.  
Penjatuhan putusan dalam perkara ini juga dengan menghadirkan  
terdakwa, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan Pasal 196 ayat 
(1) dan (2) KUHAP97 yang merumuskan sebagai berikut :  
(1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa 
kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.  
(2) Dalam hal terdakwa lebih dari seorang terdakwa dalam satu 
perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa 
saja.  
Vonis penjara selama 4 (empat) bulan dalam kasus ini secara 
umum memang disadari tergolong ringan dan pastilah sangat jauh dari 
efek jerah (deterrent effect). Berkaitan itu, hakim Muhammad Damis, 
S.H., M.H., dalam wawancaranya dengan penulis menyatakan: 
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“Banyak kekeliruan pandangan yang terjadi terkait dengan vonis 
hakim yang termasuk kategori ringan. Oleh kerena banyak yang 
tidak mengetahui bahwa, tujuan pemidanaan tidak hanya semata-
mata untuk memberikan efek jerah tetapi ada tujuan-tujuan lain 
dalam penjatuhan putusan(pemidanaan) oleh hakim termasuk 
adanya nilai-nilai edukasi bukan hanya kepada terdakwa tetapi 
juga kepada publik, selain itu pemidanaan juga bertujuan sebagai 
upaya preventif”. 
Terkait dengan pemidanaan, Moeljatno98 menyatakan bahwa: 
“pidana kita bukan saja harus dipandang untuk mendidik si 
terpidana ke arah jalan yang benar seperti anggota masyarakat 
yang lainnya (membimbing) tapi juga untuk melindungi dan 
memberi ketenangan bagi masyarakat (mengayomi)”.  
Memahami penjelasan di atas kemudian dikaitkan dengan perkara 
yang penulis bahas. Maka menurut penulis, vonis pidana penjara selama 
4 (bulan) dalam perkara ini sangatlah ringan. Bukan tanpa alasan penulis 
menyatakan ini. Pertama, tindak pidana yang dilakukan adalah tindak 
pidana yang tergolong memberatkan, diancam dengan pidana maksimal 
12 (dua belas) tahun penjara. Kedua, Terdakwa sudah pernah dijatuhi 
hukuman karena terlibat dalam perkara pidana pada tahun 2006 dan 
tahun 2008 dan baru bebas pada bulan november tahun 2012. Ketiga, 
dalam pertimbangan hakim, hal-hal yang meringankan terdakwa hanya 
karena terdakwa berprilaku sopan dan berterus terang dalam 
persidangan, yang menurut penulis adalah hal yang wajar jika terdakwa 
berprilaku seperti itu. Justru menurut penulis, dalam kasus ini keringanan 
itu sudah didapatkan oleh terdakwa berkaitan dengan adanya 
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pengurangan maksimal hukuman terkait percobaan. Oleh karena itu, 
menurut hemat penulis seharusnya hakim menjatuhkan vonis yang 
setidaknya mendekati maksimal pidana penjara sesuai dengan tuntutan 
penuntut umum yang menuntut terdakwa dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) 
bulan penjara.  
Penulis menyadari, bahwa instrument pidana dengan sanksi yang 
tegas memang bukanlah satu-satunya upaya yang dapat menanggulangi 
dan memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Namun, 
tetap saja menurut penulis ringan beratnya sanksi tetap memberikan 
pengaruh besar terhadap upaya pencegahan tindak pidana dalam 
masyarakat. Seperti yang diketahui, bahwa pemberian efek jera 
(deterrent effect) dan daya cegah (preveny effect) itu maksudkan bahwa 
melalui pemberian sanksi pidana yang tajam diharapkan dapat 
memberikan efek prevensi general yaitu masyarakat akan berusaha 
menaati hukum karena takut akan sanksi pidananya, disamping itu hal ini 
juga dilakukan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi 
(prevensi special).  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, 
adapun kesimpulan penulis dalam skripsi ini, sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum pidana pada perkara Nomor 256/ Pid.B/ 2013/ PN. 
Mks., adalah tepat. Majelis hakim dalam perkara ini memilih dakwaan 
pertama subsidair Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 365 ayat (2) 
ke-1 dan ke-2 KUHPidana. Berdasarkan proses pemeriksaan alat bukti 
keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang 
diperoleh di sidang pengadilan maka terungkaplah fakta-fakta yang 
membenarkan dan membuktikan bahwa telah terjadi percobaan 
pencurian dengan kekerasan(fakta peristiwa) dimana perbuatan 
terdakwa telah memenuhi setiap unsur tindak pidana(fakta yuridis) 
yang didakwakan terhadapnya. Namun, ada sedikit pandangan penulis 
yang berbeda terkait dengan pembuktian terjadinya kekerasan atau 
ancaman kekerasan dalam kasus ini. Dalam perkara yang penulis 
bahas, pembuktian unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, lebih 
terpaku pada peristiwa tarik-menarik antara terdakwa dan Korban yang 
mengakibatkan korban dan terdakwa terjatuh ke aspal. Menurut 
penulis, pembuktian terjadinya kekerasan atau ancaman kekerasan 
pada kasus yang penulis bahas, itu lebih jelas terlihat pada waktu 
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terdakwa gagal merampas tas korban, kemudian terdakwa lari dengan 
mengeluarkan pisau/badik dan melakukan pengancaman kepada 
massa yang mengejarnya. Dalam hal ini telah terjadi “ancaman 
kekerasan” yang ditujukan kepada massa(orang) dengan maksud agar 
terdakwa bisa melarikan diri. Lanjut untuk unsur pertanggungjawaban 
pidananya, terdakwa dalam proses persidangan tidak menunjukkan 
adanya tanda-tanda keadaan dan kemampuan jiwa yang abnormal. 
Terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani dan karena dalam kasus 
ini majelis hakim juga tidak melihat adanya alasan penghapus pidana 
baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan 
terdakwa maka perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan 
kepadanya. 
2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara percobaan tindak 
pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan Nomor 256/Pid. B/ 
2013/PN.Mks. didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertimbangan 
hakim tersebut telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tentang dasar 
memutus dan Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti, serta Pasal 197 
ayat (1) huruf f tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
terdakwa. Berdasarkan alat bukti yang diperoleh maka terungkap 
fakta-fakta hukum yang terbukti benarnya bahwa telah terjadi 
percobaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 
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dan ke-2 KUHPidana. Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan 
pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan yang 
telah dijalani untuk seluruhnya. Terkait dengan itu, menurut penulis, 
vonis pidana penjara selama 4 (bulan) dalam perkara ini sangatlah 
ringan. Bukan tanpa alasan penulis menyatakan ini. Pertama, tindak 
pidana yang dilakukan adalah tindak pidana yang tergolong 
memberatkan, diancam dengan pidana maksimal 12 (dua belas) tahun 
penjara. Kedua, Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman karena 
terlibat dalam perkara pidana pada tahun 2006 dan tahun 2008 dan 
baru bebas pada bulan november tahun 2012. Ketiga, dalam 
pertimbangan hakim, hal-hal yang meringankan terdakwa hanya 
karena terdakwa berprilaku sopan dan berterus terang dalam 
persidangan, yang menurut penulis adalah hal yang wajar jika 
terdakwa berprilaku seperti itu. Oleh karena itu, menurut hemat penulis 
seharusnya hakim menjatuhkan vonis yang setidaknya mendekati 
maksimal pidana penjara sesuai dengan tuntutan penuntut umum yang 
menuntut terdakwa dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara. 
Karena menurut penulis ringan beratnya sanksi akan memberikan 
pengaruh besar terhadap pemberian efek jera (deterrent effect) dan 
daya cegah (preveny effect) sebagai upaya pencegahan tindak pidana 
dalam masyarakat. 
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B. Saran 
Adapun saran dari  penulis, sehubungan dengan penulisan skripsi 
ini, sebagai berikut : 
1. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah tindak 
pidana yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu diharapkan 
kepada seluruh aparat penegak hukum, agar kiranya memiliki visi yang 
sama dalam melakukan penindakan secara tegas terhadap setiap 
pelaku, karena beratnya sanksi akan memberikan pengaruh besar 
terhadap pemberian efek jera (deterrent effect) dan daya cegah 
(preveny effect) sebagai upaya pencegahan tindak pidana dalam 
masyarakat. 
2. Diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum agar tetap 
memperhatikan hak-hak seorang terdakwa yang dijamin oleh undang-
undang. Terdakwa dalam perkara tidak didampingi oleh penasehat 
hukum, padahal ancaman pidana maksimal tindak pidana yang 
dilakukan oleh terdakwa adalah 12 tahun penjara. Mengingat posisi 
penesehat hukum sangat diperlukan agar peradilan berjalan 
berimbang sekaligus mencegah kesewenang-wenangan terhadap 
terdakwa. 
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